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Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mandiri dan 
independen. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU 
harus independen dan tidak berpihak terhadap salah satu peserta pemilu. 
Independensi KPU sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin 
pelaksanaan hak politik masyarakat yang diperlukan penyelenggaraan pemilihan 
umum yang professional serta memiliki koordinasi, kapabilitas, dan akuntabilitas. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, analisis. Tahapan penelitian 
yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara 
mendalam kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang terkait 
dengan penelitian ini. Data yang diperoleh direduksi berdasarkan keperluan, 
kemudian dikumpulkan dan disajikan. Dalam penelitian ini menggunakan teori 
demokrasi, strukturasi serta konsep independensi. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang menunjukkan 
independensi KPU Kota Makassar: Pertama, dalam verifikasi berkas paslon 
bahwa KPU berdasar pada peraturan No.3 Tahun 2018 tentang acuan 
memverifikasi berkas yang dimana meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi 
faktual. Kedua, dalam penetapan paslon bahwa KPU melakukan verifikasi  berkas 
calon dengan meninjau langsung kesesuaian ijazah mulai dari sekolah pertamanya 
sampai pendidikan terakhirnya dan KPU juga memastikan apakah paslon telah 
melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan berdasar pada UU No.10 
Tahun 2016 maka paslon telah resmi ditetapkan. Ketiga, dalam diskualifikasi 
paslon KPU tidak memiliki otoritas dan menghiraukan putusan bawaslu sehingga 
terjadi diskualifikasi yang seharusnya KPU tidak perlu mendengar putusan PT 
TUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai dengan 
aturan perundang-undangan. Keempat, dalam proses pemungutan suara KPU 
membentuk KPPS yang bertugas di TPS untuk melaksanakan pemugutan suara. 
Dalam hal ini KPU hanya memfasilitasi kandidat dan pemilih bukan melakukan 
mobilisasi apalagi intervensi kepada pemilih. Kelima, dalam penetapan hasil 
pemungutan suara KPU melakukan rekap atau hasil perhitungan secara transparan 











A. Latar Belakang Masalah 
Pemilu merupakan metode yang terbaik bagi rakyat untuk berpartisipasi di 
dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrumen yang diperlukan 
bagi partisipasi ialah sistem pemilu. Jika sistem ini tidak memperbolehkan warga 
Negara untuk menyatakan pilihan-pilihan dan prefensi politik mereka, maka 
pemilu bisa menjadi kegiatan yang hampir tidak bermakna.
1
 Sederhananya pemilu 
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin politik 
pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2
 
Pasca kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia segera melakukan 
konsolidasi, baik kekuatan nasionalis kebangsaan maupun kekuatan Islam untuk 
mengisi kemerdekaan dan merealisasikan kehidupan demokrasi sebagaimana cita-
cita pendiri bangsa.
3
 NamunIndonesia hari ini telah mengalami distorsi dalam 
ranah demokrasi yang juga tinggal sebagai “barang antik” dikala modernitas 
semakin tampil sebagai sosok yang ingin menjadi benteng kebebasan individu. 
Dalam artian demokrasi kekinian telah menjadi “pajangan” yang hanya bisa 
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dilihat dan dirasakan secara simbolik namun tidak dapat dimaknai secara 
substantif.  
Demokrasi kekinian hanya sering dikaitkan dengan pemilu dan pilkada. 
Yang hanya sebatas seremoni dan “memuaskan” hasrat para politisi partai. 
Sehingga demokrasi seolah tersandera oleh oligarki partai politik. Atas nama 
demokrasi partai politik sudah tidak bertindak secara profesional sebagai sebuah 
wadah atau perangkat untuk menghadirkan kader-kader yang memiliki 
kapabilitas, integritas, dan moralitas. Kini partai politik dijadikan sebagai 
kendaraan untuk mendulang kekuasaan semata yang sifatnya sangat pragmatis. 
Penyelenggaran pemilu Presiden dan wakil Presiden 2004 secara langsung 
telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah (pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat 
otonomi daerah yang telah digulirkan pada 1999. Oleh karena itulah, sejak 2004, 
telah diselanggarakan pilkada secara langsung, baik ditingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota. Penyelenggaraan diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon 
yang akan berkompetisi dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik. 
Pilkada masuk rangkaian pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 tahun 








diberlakukannya UU nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas UU 
Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasangan calon yang dapat 
turut serta dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya pasangan calon yang 
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari 
perseorangan.  
Sabtu 14 Februari 2015, konstelasi Politik lokal di Indonesia segera 
berubah sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
(pilkada) secara serentak dilakukan desember 2015. Pada akhirnya bangsa ini 
berhasil keluar dari kemelut politik, debat panjang soal langsung tidaknya 
penyelenggaraan pilkada. Keputusan DPR menyudahi itu dengan menegaskan 
bahwa pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak.
4
 
Sebetulnya, wacana pilkada serentak ini berangkat dari keinginan untuk 
meyederhanakan sistem pelaksanaan dan menghemat anggaran. Pasalnya selama 
ini, penyelenggaraan pemilu maupun pilkada banyak menguras anggaran Negara 
maupun daerah. Mayoritas penggunaan anggaran pemilu adalah honor petugas, 
mulai KPU, KPU Provinsi, kota, kabupaten, PPK, PPS hingga Bawaslu dan 
Panwaslu.
5
 Artinya semakin sering pemilu dan pilkada diselenggarakan maka 
semakin besar pula anggaran biaya yang dibutuhkan, dan semakin sedikit pemilu 
maupun pilkada yang diselenggarakan dengan hasil yang sama maka anggaran 
yang dibutuhkan juga semakin sedikit. 
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Faktor pendorong selanjutnya adalah tidak teraturnya tatanan politik 
pemerintahan kita akibat tidak singkronnnya periode dan mekanisme 
penyelenggaran pemerintah akibat ketidakseragaman penyelenggaraan pemilu dan 
pilkada. Peserta pilkada pun, terutama partai politik akan disibukkan dengan 
beragam aktivitas politik seperti konsolidasi dan kampanye. Ini akan membuat 
partai politik lalai akan tugas pokok mereka untuk melakukan pendidikan politik 
terhadap kader-kader mereka yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat 
untuk dipilih dan akan menjadi calon pemimpin atau wakil masyarakat dalam 
pemerintahan. 
Beberapa kalangan melihat bahwa pilkada serentak ini bukan hal mudah 
untuk dilaksanakan. hal-hal yang paling dikhawatirkan adalah kesiapan masing-
masing daerah, mulai dari anggaran, keamanan, kondisi alam dan bahkan isu 
calon tunggal yang hangat dibicarakan.  
Dalam hal pencalonan peserta pilkada, pelaksanaan pilkada serentak 
menuntut semua daerah menyiapkan calon pemimpinnya dengan cepat. Kalau 
hanya satu dua daerah, partai politik sebagai pemasok utama calon kepala daerah 
akan mudah. Namun jika menyiapkan kader untuk banyak daerah dalam tempo 
waktu singkat, partai politik akan kesulitan.
6
 
Dalam kontestasi pilwali Kota Makassar yang berlangsung tahun ini, 
begitu sangat menarik perhatian publik. Karena pada tahun 2018 ini peserta yang 
resmi mendaftar dan ikut dalam kontestasi politik hanya diikuti pasangan calon 
tunggal melawan kotak kosong. Sebelum kotak kosong menjadi pesaing Appi-
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Cicu, Pilwali Makassar juga diikuti oleh pasangan petahana Mohammad Ramdhan 
Pomanto-Indira Mulyasari Pramusti (Diami). Pasangan ini maju melalui jalur 
independen. Namun, pasangan ini didiskualifikasi KPU sehingga kontestasi 
pilwali di Makassar hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal.  
Sebagai lembaga yang lahir dari Rahim undang-undang, KPU menjadi 
sebuah lembaga yang memiliki otoritas dalam menjalankan amanat UU sebagai 
penyelenggara pemilihan umum baik di tingkat nasional atau daerah. Mekanisme 
proses penyelenggara pun diatur secara terperinci oleh UU Pemilu. Sebagai 
penyelenggara pemilu atau pilkada KPU sering menjadi sorotan publik, bukan 
karena kewenangannya yang dilegitimasi UU melainkan integritasnya dalam 
memproses perhitungan suara. Keputusan KPU sering sekali menjadi polemik 
bagi para peserta calon apalagi mereka yang “gugur” dalam pertarungan, dan yang 
menjadi sasaran utama yakni KPU untuk memberikan klarifikasi atas keputusan 
yang dihasilkannya. 
Kasus sengketa pilkada sangat masif terjadi di setiap daerah, segala bentuk 
protes hingga penyerangan terhadap kantor KPU tidak dapat dibendung. Kasus 
pertama, yang masih hangat yakni pilkada Kabupaten Gowa 2016 lalu yang 
sampai menjadi isu nasional dengan tudingan bahwa KPU tidak netral dan diduga 
berpihak kepada salah satu pasangan calon. Anarkisme pun tidak dapat 
dibendung, kantor KPU dan DPR menjadi sasaran amuk oleh salah satu tim 









Kasus kedua, yang terjadi di Papua, dimana seorang caleg membeli 50 
lembar kertas suara seharga Rp 15 juta. Bila dianalogikan dengan praktik jual beli 
secara umum, bisa dikatakan bahwa komoditas kertas suara ini dijual dalam 
bentuk grosir: caleg terima beres karena secara langsung, petugas KPPS dan 
timnya yang melakukan pencoblosan tersebut. ada juga caleg yang bisa 
memperolehnya dengan harga Rp 10 juta, dengan jumlah kertas suara yang sama 
di kelurahan lain. Selain itu, ada caleg yang membeli kertas suara secara eceran 
seharga Rp 50 ribu per lembar dan mesti membayar Rp 50 ribu untuk tiap orang 
yang mencobloskan satu kertas suara.
7
 
Kasus ketiga, yang sudah menjadi rahasia umum, dan hampir merata di 
seluruh daerah yakni, membeli suara ke PPS, PPK dan KPU Kabupaten/kota. 
Modus ini melibatkan secara sepihak penyelenggara pemilu ini bisa lebih efektif 
dan simple dalam pergeseran suara sehingga lebih diminati oleh caleg dalam 
praktik vote trading. Dalam praktik vote trading tersebut, sangat mungkin terjadi 
transaksi antara oknum calon DPR/DPRD dengan oknum penyelenggara pemilu 
di semua tingkatkan, tanpa melibatkan para caleg yang kalah, yang suaranya 




Ketiga kasuistik diatas, sangat kontra produktif dengan spirit demokrasi 
bangsa ini. dan mencederai prinsip atau nilai keislaman sendiri yang menyeruh 
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ummatnya untuk berlaku adil. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-
Maidah/5: 8. 
                          
                
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
9
 
Al-Biqa‟i mengemukakan bahwa, karena sebelum ini telah diperintahkan 
untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri pada awal dan pertengahan surah, sedang 
ada diantara isteri-isteri itu yang non muslim (Ahl al-Kitab) karena surah ini pun 
telah mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin 
tersebut disusul dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu, ayat ini menyeru: 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwamin yakni 
orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang 
sempurna terhadap tugas-tugas kamu terhadap wanita dan lain-lain, dengan 
menegakkan kebenaran dami karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga isteri kamu yang Ahl al-Kitab itu, 
maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah terhadap siapapun walau atas 
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dirimu sendiri karena ia yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna 
dari pada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10
 
Ayat diatas, memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil. Karena 
perbuatan adil dekat dengan ketaqwaan seseorang kepada pencipta-Nya. Begitu 
pula yang seharusnya dilakukan pihak penyelenggara yakni KPU untuk tetap 
independen dan menjaga netralitas sebagai penyelenggra. Agar terciptanya 
demokrasi yang substansial yang tidak hanya sebatas seremoni. Sehingga harapan 
masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bermoral, berintegritas dan 
memiliki kapabilitas dapat terwujud. Sebagaimana kepemimpinan pertama dalam 
Islam yang dimana Nabi Daud menjadi khalifah pertama kalinya di Yerussalem 
Palestina. Kisah tersebut di firmankan oleh Allah Swt. Dalam Q.S Shaad/38: 26. 
                          




Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
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darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.11 
Allah berfirman: Hai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu 
Khalifah yakni penguasa di muka bumi, yaitu di Bait al-Maqdis, maka 
putuskanlah semua persoalan yang engkau hadapi di antara manusia dengan adil 
dan janganlah engkau mengikuti bahwa nafsu antara lain dengan tergesa-gesa 
menjatuhkan putusan sebelum mendengar semua pihak sebagaimana yang engkau 
lakukan dengan kedua pihak yang beperkara tentang kambing itu, karena jika 
engkau mengikuti nafsu, apapun dan yang bersumber dari siapa pun, baik dirimu 
maupun mengikuti nafsu orang lain maka ia yakni nafsu itu akan menyesatkanmu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus hingga tiba 
ajalnya sesat dari jalan Allah, akan mendapat siksa yang berat akibat kesesatan 




Ayat tersebut, membawa pesan penting bagi seluruh umat manusia agar 
dapat menjadi seorang pemimpin yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada 
seseorang membuatmu tidak dapat berlaku adil padanya. Sepeninggal Rasulullah 
yang dilanjutkan oleh para sahabatnya telah mengejawantahkan ayat diatas, 
terlihat jelas ketika kepemimpinan sahabat Umar Bin Khattab menjadi khalifah. 
Sebagaimana dalam hadits shahih: 
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ٌَْن أَنَا نَائٌِم أُتٌُِْت  ٌِْه َوَسلََّم قَاَل بَ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َسِمْعُت َرُسْول هللَِا َصلَّ هللاُ َعلَ
يَّ ٌَْخُرُج فبِقَدَحِ لَبٍَن فََشِرْبُت َحتَّى إِنِّ  ٌُْت فَْضِلً ً ََلََرى الّرِ ً أَْظفَاِري ثُمَّ أَْعَط
ْلتَهُ ٌَا َرُسْوَل هللِا قَاَل اْلِعْلُم. رواه البخاريُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَالُْوا فَ   13َما اَوَّ
 
Artinya: 
Imam Bukhari berkata: telah menceritakan kepada kami Sa‟id bin „Ufair, 
ia berkata: telah menceritakan kepadaku Al-Laits, ia berkata: telah 
menceritakan kepadaku „Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Hamzah bin 
Abdullah bin „Umar, bahwasanya Ibnu Umar berkata: Saya mendengar 
Rasulullah Saw bersabda: “Pada suatu kali selagi saya tidur tiba-tiba saya 
diberi satu gelas susu lalu aku meminumnya sampai segar sungguh, aku 
melihat kesegaran itu mengalir keluar melalui kuku-kuku-ku kemudian 
aku berikan sisanya kepada Umar bin Al-Khathab”. Mereka (para sahabat) 
bertanya: “Apa tafsiran engkau terhadap mimpi itu wahai Rasulullah Saw? 
Rasulullah Saw bersabda: “Ilmu”. 
 
Menarik untuk dilihat pendapat dari Al-Mukarramah Ibnu Hajar Atsqalani 
seorang pen-syarah Shahih Bukhari yang masyhur memaknai “ilmu” sebagai 
“ilmu Politik” yang dipergunakan Umar Bin Khattab r.a. untuk menata 
masyarakatnya. Sehingga rakyatnya pada zaman beliau merasakan: Keamanan, 
virus kedamaian dan cinta melekat di setiap sudut kotanya, semua rakyatnya 
tunduk dan patuh kepada beliau. Berawal dari kepemimpinan Umar Bin Khattab 
ini pula dikenallah ilmu politik yang dimana susbstansinya kemampuan seorang 
pemimpin dalam mendistribusi keadilan. 
Oleh karena itu, peran seorang pemimpin di dalam sebuah Negara atau 
kota sangat diperlukan untuk menata atau mengatur hidup masyarakat. 
Keberadaan seorang pemimpin menjadi kewajiban fundamental sebuah 
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pemerintahan. Bahkan di dalam lingkup kecil yakni keluarga kepemimpinan 
sangat dibutuhkan sebagaimana di dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bahwa: 
ٌْه َو َسلَم قَاََل:  ًَ هللاُ َعْنهُ اَن َرُسْوَل هللا َصلى هللاُ َعلَ ٌُْث َعْبد هللا اْبن ُعَمَر َرض َحد
ٌُْر الَّذْي علََى النَّاس َراع َو هَُو َمْسُؤْوٌل  ُكلُُّكْم َراع َوكُلُُّكْم َمْسُؤْوٌل َعْن َرعٌته فَاْْلَم
ٌْت ُجُل َراع َعلَى أَْهل بَ ه َو هَُو َمْسُؤْوٌل َعْنُهْم َو اْلَمْرأَةُ َراَعٌَةٌ َعلَى بٌَْت َعْنُهْم َوالرَّ
ًَ َمْسُؤْولَةٌ َعنُْهْم َو اْلعَْبدُ َراع َعلَى َمال َسٌّده َو هَُو َمْسُؤٌل َعْنهُ .  بَْعلَها َوَولده َو ه
 14مأَْلَ فَُكلُُّكْم َراع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤْوٌل َعْن َرعٌَّته. رواه  البخارى و مسل
Artinya : 
Hadis Ibnu Umar r.a Diriwayatkan daripada Nabi Saw berkata: Kamu 
semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab 
terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin 
manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang 
suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan 
bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta 
tuannya dan dia akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, 
kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa 
yang kamu pimpin. 
Bagi  peneliti, jika pilkada selalu diwarnai konflik karena 
ketidakpercayaan publik atas penyelenggara yakni KPU terus berlanjut, maka hal 
ini sangat mencederai model pemerintahan Negara ini yang menganut sistem 
demokrasi. Sehingga demokrasi hanya dipandang sebatas seremoni saja. Yang 
hanya berkutat pada kuantitas dan minus kualitas. Namun fokus peneliti bukanlah 
melihat dinamika partai politik dan pilkada pada tahun politik kali ini melainkan 
mencoba “mendeteksi” Independensi KPU sebagai penyelenggara pilkada di 
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Makassar. Sebagaimana yang dilegitimasi UU. No. 22 Pasal 110 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaran pemilu terkait kode etik KPU yang mencakup sikap 
independen, kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU tingkat kota, 
provinsi, PPK, PPS, KPPS PPLN, dan KPPSLN serta anggota Panwaslu, 
Bawaslu, pengawas pemilu
15.
 Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan 
mengelaborasi lebih mendalam terkait masalah tersebut. Dan membuktikan secara 
detail dengan mengumpulkan data-data serta mendapat informasi yang “shahih” 
dengan bertabayyun langsung kepada KPU Kota Makassar. Dalam hal ini peneliti 
merangkumnya dengan judul: KPU dan KONSOLIDASI DEMOKRASI 
STUDI TERHADAP INDEPENDENSI KPU KOTA MAKASSAR DALAM 
PILWALI 2018. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana independensi KPU Kota Makassar dalam proses pemilihan 
Walikota Makassar tahun 2018? 
2. Apa implikasi politik dari pertarungan antar elit dalam pemilihan Walikota 
Makassar 2018? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Secara umum dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan 
manfaat penelitian. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait 
Independensi KPU Makasaar terhadap kontestasi Pilwali 2018. 
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1. Tujuan Penelitian   
a. Mengetahui Independensi KPU sebagai penyelenggara pilkada dan 
menjelaskan keputusan PT-TUN terhadap pembatalan Danny 
Pomanto-Indira sebagai calon Walikota Makassar 2018.  
b. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam mengetahui proses 
pemilu KPU Kota Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Memperoleh data yang aktual serta mampu mengelaborasinya 
dengan sebuah metodologi. 
b. Memberikan pemahaman yang kritis terkait metode kerja KPU. 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka digunakan sebagai pembeda riset yang akan peneliti 
lakukan dengan kajian sebelumnya, yang tentunya relevan dengan penelitian 
peneliti. Bentuknya bisa berupa Tesis, Disertasi, Jurnal, dan Buku. Namun dalam 
skripsi ini peneliti menemukan lima kajian yang bagi peneliti relevan dengan riset 
yang akan diteliti. Pertama, sebuah tulisan dari Mohammad Najib yang berjudul 
Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Vote Trading. Pemilu sebagai arena 
kompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan tidak luput dari berbagai bentuk 
kecurangan dan pelanggaran. Kasus yang cukup merusak integritas pemilu adalah 
“perdagangan suara” oleh oknum penyelenggara pemilu. Dalam praktik seperti ini 








dalam pilkada hanya melibatkan penyelenggara KPU.
16
 Namun yang 
membedakan tulisan diatas dengan riset yang akan dilakukan peneliti terletak 
pada tujuan peneliti yang fokus melihat Independensi lembaga KPU khususnya di 
Kota Makassar pada pilwali 2018. Karena bagi peneliti hadirnya beberapa kasus 
seperti yang dikemukakan sebelumnya terjadi karena tidak adanya integritas dan 
Independensi dari penyelenggara dalam kontestasi pemilu atau pilkada. 
Kajian kedua, yang dilakukan oleh Ridwan seorang peneliti yang di 
dalamnya risetnya berjudul : Jayapura Utara, Papua: membeli pemilih dan 
penyelenggara pemilu. Para caleg dengan sumber daya yang memadai dapat 
memilih apakah mereka akan membagi-bagikan uang atau barang kepada para 
pemilih, atau menggunakan sumber daya tersebut untuk membayar penyelenggara 
pemilu. Bercermin pada pileg 2014 di Jayapura Utara adalah para caleg dan tim 
sukses membeli kertas suara sisa dari komite Penyelenggara pemungutan suara 
(KPPS). Yang dimaksud dengan kertas suara di sini ialah undangan kartu untuk 
memilih caleg yang diberikan kepada pemilih untuk mencoblos pada hari H. 
sebagaian TPS melalui KPPS-nya sengaja tidak membagikan undangan (kertas 




Kajian ketiga, yang dilakukan oleh Tengku Rika Valentina di dalam 
jurnalnya yang berjudul: Peluang demokrasi dan peta perilaku pemilih terhadap 
partai politik untuk pemilu 2009 di Yogyakarta. Pemilihan umum diakui secara 
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global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta 
pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis yang 
dikemukakan oleh Schumpetrian, pemilu merupakan sebuah arena yang 
mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, 
partisipasi politik yang membuat rakyat dapat menentukan pilihannya. Tuntutan 
agar partai politik memegang fungsi kebijakan terasa mengada-ada kalau kita 




Kajian keempat, di dalam disertasi Syahabuddin yang berjudul: 
Demokrasi dalam Pandangan Kahar Muzakkar. Bahwa di dalam sebuah kontestasi 
politik hal yang paling fundamental yang mesti di utamakan yakni sistem 
demokrasi. Yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan , pembuat dan 
penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan serta sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakannya, baik yang 
dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga 
perwakilan. Karena itu, Negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan 




Kajian kelima, dilakukan oleh Syahrul Hidayat di dalam sebuah riset 
terkait rasionalitas politik pemilih miskin di Surabaya dan Jakarta. Di dalam riset 
tersebut menemukan beberapa kemungkinan terjadinya praktik-praktik mobilisasi 
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di dalam masyarakat miskin perkotaan. Dari perdebatan mengenai money politic, 
akan diungkap berapa banyakkah sebenarnya segmen masyarakat miskin yang 
terkena praktik itu dan bagaimana sikap masyarakat miskin menghadapinya.
20
 
Namun berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, yakni lebih melihat KPU 
sebagai penyelenggara dalam mengatur mekanisme pemilu dengan independen.     
Dari pertama hingga kelima kajian diatas lebih fokus kepada setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPU yang terjadi di lima 
daerah yang berbeda. Namun yang membedakan dengan karya yang akan diteliti 
oleh peneliti terletak pada objeknya peneliti lebih memfokuskan pada lembaganya 
dengan menelisik Independensi KPU dalam kontestasi pilwali Kota Makassar. 
Sehingga tidak ada upaya pelanggaran pemilu yang masif terjadi dengan segala 
modus dapat dihindari. Tentunya dengan menghadirkan independensi serta 
integritas KPU dalam “panitia” pilwali Kota Makassar. 
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Untuk menganalisis Independensi KPU dalam kontestasi Pilwali Kota 
Makassar sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan, memahami, serta 
menjelaskan, maka peneliti meminjam beberapa teori dan konsep yang cukup 
relevan  dengan judul penelitian. Maka dalam hal ini teori menjadi sebuah dasar 
penyelesaian sebuah masalah, akan lebih menarik lagi jika dipadukan dengan 
sebuah pendekatan sehingga terbentuklah kerangka penyelesaian yang 
metodologis. Adapun teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini : 
A. Konsep Independensi 
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi 
UUD 1945, dankarena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki 
apa yang disebut dengan constitusional importance.
21
 KPU ditegaskan bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri (Independen) yang derajat kelembagaannya sama 
dengan lembaga negara-negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang. 
Komisi Pemilihan Umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik 




Independensi tidak sekedar bermakna merdeka, bebas, imparsial, atau 
tidak memihak dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun 
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dan tidak tergantung atas pengaruh dan tidak tergantung atau dipengaruhi. 
Independensi bermakna pula sebagai kekuatan power, paradigma, etika dan spirit 
untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan 
rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan akan datang.
23
 
Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga yang 
terdiri dari tiga hal yakni : 
1. Independensi Personal 
Independensi Personal adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota 
KPU adalah personal yang imparsial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas.
24
 
Sumber daya manusia (SDM) KPU selain integritas, profesionalitas dan yang 
terpenting adalah moralitas itu sendiri. Dengan demikian hal tersebut begitu 
penting, karena menjadi modal dasar setiap personil KPU. Agar dapat 
membentengi dirinya dari setiap godaan atau tawaran oknum-oknum yang 
memiliki kepenting terselubung. Terutama hal yang berkaitan dengan kontestasi 
pemilu. Oleh karena itu, integritas (kejujuran) hukumnya fardu‟ain (wajib) 
dimiliki seluruh anggota KPU. Sehingga pemilu yang luber dan Jurdil tidak lagi 
hanya sebuah wacana. 
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2. Independensi Institusional 
Independensi institusional atau struktural adalah bahwa KPU bukan bagian 
dari institusi negara yang ada, tidak menjadi sub-ordinat atau tergantung pada 
lembaga negara atau lembaga apapun.
25
 Sudah dijelaskan di pendahuluan bahwa 
KPU merupakan salah satu lembaga independen yang berarti bebas dari segala 
macam intervensi dari pihak manapun. Namun tetap inklusif (terbuka) pada 
masyarakat dan lembaga lain untuk saling memberikan kritikan yang konstruktif.  
3. Independensi Fungsional 
 Fungsional dimaksudkan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau 
diperintah dan ditekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan Pemilu.
26
Seluruh 
penyelenggara mulai KPPS, PPS,PPK dan KPU sendiri agar dapat menciptakan 
pemilu yang Luber dan Jurdil. 
B. Teori Demokrasi 
Demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan 
secara kolektif. Demokrasi mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang 
memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota 
dan setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam proses 
pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip 
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kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif 
dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu. 
27 
Demokrasi diyakini sebagai mekanisme politik yang dapat melindungi 
kebebasan rakyat,dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi 
rakyat dalam menikmati kebebasannya. Dapat disebutkan bahwa rakyat dapat 
menikmati kebebasannya sebagai pemegang kedaulatan, jika demokrasi dijunjung 
tinggi.
 
Menurut David Baetham dan Kevin Boyle, ada lima alasan bahwa 
demokrasi harus dijunjung tinggi, yaitu sebagai berikut:  
Pertama, memperlakukan semua orang sama dan sederajat. “Setiap orang 
dilihat sebagai satu dan tidak satu orang pun dilihat sebagai lebih dari satu”. 
Kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Dibandingkan dengan 
pemerintahan tipe lain, pemerinahan demokratis lebih dapat memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan rakyat. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan 
kebijakan,semakin besar pula kemungkinan kebijakan mencerminkan keinginan 
dan aspirasi-aspirasi mereka. 
Ketiga, Untuk kepentingan pluralisme dan kompromi. Demokrasi 
mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun 




Keempat, Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan 
dasar. Diskusi terbuka sebagai metode untuk mengungkapkan dan mengatasi 
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masalah perbedan dalam kehidupan sosial, tidak dapat terwujud tanpa kebebasan 
yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi tentang hak-hak sipil dan politis. 
Kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan 
terjadinya pembaruan kehidupan sosial dan memuluskan proses alih generasi 
tanpa pergolakan besar-besaran atau kekacauan pemerintahan yang biasanya 
mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim-rezin nondemokratis. 
18
 
Karena demokrasi mampu mengatasi tantangan utama dalam politik. 
adanya berbagai perspektif dan kepentingan yang saling bersaing di dalam 
masyarakat yang sama. Sekaligus meredam kecenderungan kearah pertumpahan 
darah dan kekerasan. Singkatnya, masyarakat demokratik bersifat stabil dan 
damai. Hal ini terjadi karena demokrasi bersandar pada debat terbuka, persuasi 
dan kompromi. Semua anggota masyarakat dengan perspektif-perspektif yang 
berbeda atau kepentingan-kepentingan yang bersaing di dorong untuk menemukan 
sebuah cara
29
untuk hidup bersama dalam harmoni karena masing-masing 
mendapatkan hak suara dalam politik. Oleh karena itu, demokrasi merupakan satu 
jenis katup keamanan politik, partisipasi demokrasi mencegah terbentuknya 
kemarahan, frustasi, oleh karenanya meredam ekstremisme demokrasi.
30 
Bagi penulis, teori demokrasi diatas menjelaskan bahwa demokrasi ialah 
sebuah alat untuk mendistribusi kedamaian di dalam ruang publik. Kehadiran teori 
tersebut membuat penulis tertatik menggunakannya untuk mengelaborasi masalah 
yang terjadi di Kota Makassar terkait pemilihan Walikota Makassar 2018.  
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C. Teori Strukturasi 
Strukturasi adalah hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa 
relasi dualitas. Dari berbagai prinsip structural yang ada Giddens mencoba melihat 
tiga gugusan besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikansi yang 
menyangkut skemata simbolik pemaknaan, penyebutan dan wacana. Kedua, 
struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas 
orang dan barang. Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut 
skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tatanan hukum.
31 
Berangkat dari penjelasan diatas Giddens mengemukakan di dalam 
teorinya strukturasi bahwa, strukturasi terdiri dari “struktur” dan agensi” yang 
berarti struktur “rules and resources” yang dipakai pada produksi dan reproduksi 
sistem. Sedangkan “agensi” adalah individunya. Sehingga dala teori strukturasi 
ini, struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika 
demikian akan muncul dualisme struktur-agensi. Oleh karena itu, struktur dan 
agensi, bagi Giddens harus dipandang sebagai dualitas, dua sisi mata uang yang 
sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam artian struktur dan 
agensi saling mempegaruhi dan terus berlangsung tanpa henti.
32 
Dalam artian, ketika suatu tindakan terjadi dalam suatu konteks 
struktural, konteks ini selanjutnya dapat diregenerasi, atau ditransformasi, oleh 
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tindakan tersebut. ada hubungan dialektik antara struktur dan tindakan. Begitulah 
Giddens meringkas konsep yang disebutnya “dualitas struktur”.
33 
Secara konseptual dalam penelitian ini terdapat dua variabel yakni KPUD 
dan konsolidasi demokrasi dalam kontestasi politik pemilihan Walikota 2018. 
Dalam menjelaskan hubungan kedua variable tersebut peneliti menggunakan teori 
yang sesuai dengan objek tersebut. pertama,  Peneliti menggunakan teori David 
Baetham dan Kevin Boyle. Yang bagi peneliti teori tersebut sesuai dan relevan 
dengan objek yang akan diteliti.Dengan teori yang dikemukakan David Baetham 
dan Boyle ini peneliti akan mengelaborasinya sesuai dengan kontestasi pemilihan 
Walikota Makassar yang secara spesifik dengan menakar sejauhmana ukurun 
demokratisasi pada kontestasi pilwali Makassar 2018. Kedua, peneliti 
menggunakan teori Antonio Giddens tentang strukturasi. Yang dimana peneliti 
ingin melihat korelasi antara struktur atau sistem yang peneliti mengandaikannya 
menjadi KPU dan agen yakni masyarakat Makassar dalam kontestasi pilwali 
Makassar. Sehingga partisipatif dan respon masyarakat Kota Makassar dalam 
mengkomunikasikan informasi, pandangan-pandangan, mampu mengekspresikan 
sikap-sikap positif dan negatifnya kepada KPU sebagai struktur (penyelenggara). 
Dalam hal ini masyarakat harus aktif menyuarakan masalah-masalah yang ada, 
dengan mendeteksi dan mengidentifikasi persoalan-persoalan serta mampu 
menawarkan solusi-solusi dan mendramatisir segala masalah tersebut. 
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D. Kerangka Konseptual  
Dalam sistem politik Indonesia, demokrasi menjadi salah satu “alat” 
terbaik yang digunakan di Indonesia dalam sebuah pemilihan umum. Demokrasi 
pula sering disebut sistem pemilihan langsung. Dimana masyarakat langsung 
memberikan hak suaranya dengan mencontreng atau mencoblos calon peserta 
pemilu di dalam kotak suara yang telah disediakan penyelenggara pemilu yakni 
KPU. Di dalam sebuah “hajatan” setiap lima tahun sekali menjadi hak 
fundamental KPU dalam mempersiapkan “arena” kontestasi politik sebuah negara 
atau kota dan kabupaten.  
Dalam menjalankan amanat UU. No. 22 Pasal 110 Tahun 2007 KPU 
dituntut agar bersikap independen dalam menyelenggarakan sebuah pemilu. 
Independensi KPU menjadi “ruh” sebagai penyelenggara pemilu. Karena tidak 
sedikit pilkada yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia berakhir di meja 
Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terjadi karena  ketidakpuasan salah satu 
pasangan calon terhadap keputusan KPU yang diduga tidak bersikap independen, 
dengan memihak salah satu pasangan calon peserta pilkada. Jika hal itu benar 
terjadi maka secara tidak langsung telah mencederai proses berdemokrasi 
sekaligus kontra produktif dengan spirit demokrasi. 
Dalam mengelaborasi persoalan pilkada Makassar tahun 2018 ini, peneliti 
melihat sebuah “pengingkaran” terhadap nilai luhur demokrasi. Oleh karena itu, 
peneliti akan menggambarkan skema pemetaan yang berkorelasi terhadap tujuan 
penelitian ini. Yang berangkat dari sebuah paradigma integrasi-interkoneksi. 








Tahun 2007 terkait Independensi KPU yang bersifat normatif. Dan melihat 
kesesuaiannya di lapangan.  
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka 
konseptual sebgai berikut : 
 
 
 STRUKTUR AGEN 
   KPUD       MASYARAKAT 
                            INDEPENDENSI                      RESPON 
  ? 
PUTUSAN PT-TUN 
 Dari struktur diatas peneliti bermaksud menjawab rumusan masalah yang 
peneliti angkat sebagai fokus dari penelitian ini. Dengan mengkorelasikan 
fenomena dan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Dengan melihat 















Lexy J Moleong mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 
yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah.
34
 Secara sistematis metode penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
A. Jenis dan objek penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah 
metode yang menjdi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata yang  tertulis dari masyarakat dan prilaku yang diamati.
35
 Dan memiliki 
tujuan utama dengan menjadikan fakta agar mudah dimengerti sehingga pula 
dapat menghasilkan hipotesis yang baru.
36
 
Penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena bertujuanyang bermaksud 
untuk memahami berbagai dinamika KPU sebagai lembaga yang memiliki otoritas 
untuk menyelenggarakan pemilu. 
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2. Objek penelitian  
Adapun objek penelitian ini melihat independensi KPU Makassar sebagai 
penyelenggara pemilihan Walikota Makassar. Dan menakar konsolidasi 
demokrasi Makassar pasca putusan PT-TUN terkait pembatalan pencalonan 
Danny Pomanto dan Indira. Sebagai peserta calon pilwali Kota Makassar 2018.  
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam menganalisis persoalan pilkada Kota Makassar diatas, selain 
menggunakan sejumlah teori, penulis pun menggunakan pendekatan dalam riset 
ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologis. Dengan 
melihat kondisi politik, sosial di dalam kontestasi pilwali Makassar. Dengan 
melakukan interview (wawancara) kepada pihak-pihak yang memiliki kapabilitas 
atau basis keilmuan terkait KPU dan demokrasi secara mendalam.
37
 
Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat penulis 
menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 
4. Sumber Data 
a. Data Primer 
Langkah awal penelitian, penulis menggunakan observasi (mengamati) 
lokasi penelitian serta sarana dan prasarana agar dalam penelitian ini dapat 
mempermudah melaksanakan wawancara dengan informan-informan yang dipilih 
untuk diwawancarai. Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya 
penulis menyiapkan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk 
                                                             
37








menghindari kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara baik 
kelakuan wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan.
38
 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti 
dari media cetak dan buku karya ilmiah yang secara tidak langsung. Seperti koran, 




5. Teknik pengumpulan data  
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan 
kekurangan.Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1). Library research yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau 
literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a) Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan 
materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda 
bacanya. 
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b) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan 
dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan 
tujuan dalam bentuk ikhtisarnya. 
2).Field research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah 
ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini melalui dua cara yakni wawancara dan observasi: 
a) Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewancara dan informan atau orang yang di wawancarai dengan atau 
tanpa menggunkan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara 
dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
Dengan demikian, ciri wawancara mendalam adalah keterlibatannya 
dalam kehidupan informan. Dalam wawancara bertahap dan 
berstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang 
akan diperoleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih banyak 




Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 
manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu 
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utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut 
dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata di 
bantu dengan pancaindra lainnya. Jadi observasi adalah pengumpulan 
data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 
pengamatan dan pengindraan. 
6. Sampel Penelitian 
Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non 
kualitatif.
41
 Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 
sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan dosen dalam penelitian.  
Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi 
aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan focus pada suatu saat dan 
situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. 
Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah 
purposive sapling dan snowball sampling. 
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut 
yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai 
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang 
diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan 
kebutuhan penelitian. 
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Snowball sampling adalah teknik penganbilan sampel sumber data yang 
pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan datayang 




Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti 
mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu 
seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan 
data yang yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang 
diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya 




7. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian  kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Nasution yang menyatakan , 
tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan menusia sebagai instrument penelitian 
utama. Karena segala gejala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, 
masalah, fokus prosedur dan hasil penelitian. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain 




Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran 
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penjabaran suatu objek yang diteliti berdasarkan karateristik yang dimiliki yang 





8. Teknik analisis data  
Berangkat dari penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dimana jenis 
data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan 
angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang 
dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis 
jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.
46
 
 Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah 
yang dilakukan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi. 
b. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan 
lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang 
sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 
c. Penyajian data direduksi langkah analisis selanjutnya adalah penyajian   
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(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. 
Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga 
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat peneliti 
menggunakan  metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua KPU Makassar dan sejumlah 
komisionernya, serta beberapa Informan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas 
serta memiliki basis keilmuan dalam berbicara KPU yang berasal dari akademisi, 
politisi, dan tokoh masyarakat. Adapun informan peneliti dalam penelitian ini 
Diantaranya: 
1. Abdullah Mansur (Komisoner KPU Makassar) 
2. Andi Syaifuddin     (Komisioner KPU Makassar ) 
3. Nursari ( Ketua Bawaslu Kota Makassar) 
4. Adi Rasyid Ali (Ketua Team Pemenangan Danny Pomanto-Indira) 
5. Fauzi Hadi Lukita (Akademisi) 
6.  Sunardy                (Warga Manggala) 
7.  Arsi     (Warga Mariso) 
Dalam hal observasi peneliti berusaha menghadiri seminar atau diskusi yang 
berkaitan dengan KPU dan pilkada. Sementara dokumentasi dilakukan dengan 
memotret kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan riset yang dilakukan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Profil Daerah Penelitian 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil 
dalam proses penelitian terutama pada saat proses pengumpulan data, dalam hal 
ini untuk menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan terhadap masalah 
yang diteliti. Selain itu, penting untuk mengetahui daerah penelitian agar dapat 
mengetahui situasi dan kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik objek 
penelitian. 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
Nama Ujung Pandang sendiri adalah namasebuah kampung dalam wilayah 
Kota Makassar. Bermula di dekat benteng Unjung Pandang sekarang ini, 
membujurlah suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang 
tanjung ini tidak ada lagi, nama ujung pandang mulai dikenal pada masa 
pemerintahan Raja Gowa ke-X. Tunipallangga yang pada tahun 1545 mendirikan 
benteng Ujung Pandang sebagai kelengkapan benteng-benteng kerajaan Gowa 
yang sudah ada sebelumnya, antara lain Barombong, Somba Opu, Panakukang 
dan benteng-benteng kecil lainnya. 
Seiring perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung 
Pandang kini tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota 
mulai dari para budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan 







tahun 2000, menetapkan hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 November 1607. Dan 




Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan 
pintu gerbang dan pusat perdagangan kawasan timur Indonesia. Secara geografis 
Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan, 

















Secara administratif Kota Makassar mepunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah 
selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa, sebelah utara berbatasan dengan 
kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros, dan sebelah 
barat bebatasan dengan selat Makassar. Topografi pada umumnya berupa daerah 
pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkosar 0.5-10 meter dari permukiman 
laut. 
Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km yang terbagi dalam 14 
kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar 




Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua kecamatan 
yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan 
gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau 
sangkarang atau disebut juga pulau pabbiring atau lebih dikenal dengan 
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namakepulauan Spremonde. Pulau-pulau tersebut adalah pulau lanjukang 
(terjauh), pulau langkai, pulau lumu-lumu, pulau bone tambung, pulau 
kodingareng, pulau barrang lompo, pulau barrang caddi, pulau kodingareng keke, 
pulau samalona, pulau lae-lae, pulau gusung dan pulau kayangan (terdekat). 
B. Gambaran Umum KPU Kota Makassar 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang 
merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama 
(1999-2001) dibentuk  dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 
orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik 
Presiden BJ Habibie, KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 
Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademisi dan LSM. KPU ketiga 




Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai 
lembaga pengawas pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan 
seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan 
Presiden kepada Dewan perwakilan Rakyat.
50
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu 
juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan 
PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang 
bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan 
semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal 




Dalam rangka mewujudkan KPU yang memiliki integritas dan kredibilitas 
sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu. Agar kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam 




Di dalam Undang-undang Nomor12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, 
DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah 
anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 
11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, 
fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan 
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tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu 
Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
53
 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 
5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
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Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : Mandiri; jujur; adil; 
kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; 
proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan 
umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Sebelum pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang 
berlatarbelakang partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 
pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisipan. 
Dan yang terpenting KPU berpedoman pada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian 
hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, 
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
55
 
                                                             
53
https://kota-makassar.kpu.go.id/profil-kpu-makassar (diakses pada 21 Desember 2018, 
pukul 13.55). 
54
https://kota-makassar.kpu.go.id/profil-kpu-makassar (diakses pada 21 Desember 2018, 
pukul 13.55). 
55











KPU Makassar terdiri dari lima orang komsioner dan seorang sekertaris 
diantaranya: M. Syarief Amir selaku Ketua KPU Makassar, Rahma Saiyed selaku 
Divisi perencanaan dan data, Wahid Hasyim Lukman selaku Divisi Hukum, 
Abdullah Mansur selaku Divisi Teknis, A. Shaifuddin selaku Divisi SDM  dan 
Partisipasi masyarakat, dan Sabri selaku Sekertaris KPU Makassar. 
KPU Kota Makassar beralamat di jalan perumnas Antang Raya, No. 2A 
kode pos 90234. Email: info@kota-makassar.kpu.go.id. 
 
C. Sejarah Pemilu di Indonesia 
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, 
sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang 
diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan 
kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi 
serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum 
tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran 
beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti prtisipasi 
dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.
56
 
Adapun beberapa kontestasi pemilu di Indonesia dibagi menjadi tiga fase : 
1. Fase demokrasi terpimpin (orde lama) 
Masa ini adalah masa ketika Presiden Soekarno berkuasa lagi berdasarkan 
UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui dan dijelaskan di depan, UUD ini 
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memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada Presiden, dan diawal 
kemerdekaan telah diperingatkan oleh Sutan Syahrir bahwa kekuasaan presiden 
yang besar itu cenderung menjadikan Indonesia sebagai negara fasis dan diktator. 
Maka tidak bisa dihindari masa Demokrasi Terpimpin ini kekuasaan besar 
presiden akan memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang otoriter. 
 Sangat disayangkan, kisah sukses pemilu 1955 akhirnya tidak bisa 
dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama ini tidak 
berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 
pejabat Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. 
Adapun yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan 
keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk 
membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat 
angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit ini kemudian 
mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di 
Indonesia. 
Otoritarianisme pemerintahan Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 
1960 ia membubarkan DPR hasil pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan 
legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno 
secara sepihak dengan senjta Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong 
(DPR-GR) DAN MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat 
presiden.Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR dalam arti tanpa pemilihan, 
memang tidak mertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD tidak memuat 








pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah kekuasaan 
presiden. Pdahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, 
sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden. 
Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang 
Istimewa pada Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya 
krisis politik, ekonomi, dan sosial pasca-G30S/PKI yang gagal semakin luas, 
rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak 
pernah sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Malahan pada 1963 MPRS 
yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, 
sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang 
mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.
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2. Orde Baru 
Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia III (yang juga 
disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama) menunjukkan peranan 
presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemutusan kekuasaan 
ditangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh 
yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia, tidak saja karena jabatannya 
sebgai presiden dalam sistem presidensil, tetapi juga karena pengaruhnya yang 
dominan dalam elit politik Indonesia. Keberhasilan memimpin penumasan 
G30S/PKI dan kemudin membubarkan PKI dengan menggunakan Surat Perintah 
11 Maret (Super Semar) memberikan peluang yang besar kepada Jenderal 
Soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Status 
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ini membuka peluang bagi Jenderal Soeharto untuk menjadi presiden berikutnya 
sebagai pengganti Presiden Soekarno.
58
 
Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi 
nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk 
melakukan tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan 
demokrasi. Contohnya adalah prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil (PNS). 
Semula prinsip itu diprlukan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan-
gangguan yang mungkin timbul dari musuh-musuh Orde Baru dengan 
mewajibkan semua PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum 
(pemilu). Kemudian setelah Orde Baru menjadi lebih kuat, ternyata prinsip 
monoloyalitas tersebut masih tetap digunakan untuk mencegah partai politik lain 




Masa Republik Indonesia III menunjukkan keberhasilan dalam 
penyelenggaraan pemilu. Pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan 
sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan enam kali pemilu, masing-
masing pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dari awal, Orde Baru 
memang menginginkan adanya pemilu. Ini terlihat dari dikeluarkannyaUndang-
Undang (UU) Pemilu pada tahun 1969, hanya setahun setelah Presiden Soeharto 
dilantik sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968 atau dua tahun setelah ia 
dilantik sebagai Pejabat Presiden pada tahun 1967. Hal ini sesuai dengan slogan 
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Namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam pemilu-
pemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilihbagi para pemilih dan 
tidakada kesempatan yang sama bagi ketiga organisasi peserta pemilu (OPP) 
untuk memenangkan pemilu. Sebelum fusi partai politik tahun 1973, semua OPP, 
kecuali Golkar, menghadapi berbagai kendala dalam menarik dukungan dari para 
pemilih, antara lain karena adanya asas monoloyalitas yang sudah disebutkan 
sebelumnya. Setelah fusi 1973 yang menghasilkan dua partai politik di samping 
Golkar, tidak ada perubahan dalam pemilu karena Golkar tetap dapat dipastikan 
memenangkan setiap pemilu. Hal ini disebabkan karena OPP ini mendapatkan 
dukungan dan fasiltas dari pemerintah sedangkan dua partai lainnya, yakni Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
menghadapi banyak kendala dalam memperoleh dukungan dari para pemilih. 
Terlepas dari semua itu, pelaksanaan pemilu sebanyak 6 kali tersebut telah 
memberikan pendidikan politik yang penting bagi rakyat Indonesia sehingga 
rakyat telah terbiasa memberikan suara dan menentukan pilihan dalam pemilu.
61
 
3. Fase Reformasi 
Runtuhnya Orde Baru melalui gerakan sosial pada 1998 telah membuka 
ruang publik yang bebas dan transparan. Perubahan politik 1998 membawa 
implikasi bagi berdirinya partai-partai, berdiri sejumlah orms, muncul dan 
berkembang berbagai front dan laskar sebagai manifestasi dari kebebasan politik. 
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sejak Juni 1998 hingga kini telah berdiri ratusan partai politik, mulai dari partai 
yang berbsis agama, gender, profesi hingga daerah. Berdirinya partai tersebut 
dapat digambarkan dengan memahami ideologinya, setidaknya terdapat dua aliran 




Partai-partai berbasis agama, tidak hanya dideklarasikan oleh kalangan 
Islam, tetapi juga oleh kalangan Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Jumlah 
partai politik dari kalangan Islam mencapai puluhan partai, hingga kini tinggal 
tiga partai politik yang mengikuti pemilu 2014, pada pemilu 2009, jumlah partai 
Islam yang mengikuti pemilu sebanyak enam partai (PKS, PPP, PBB, PBR, 
PKNU, PMB) dan dua partaiberbasis massa umat Islam (PAN dan PKB). Partai 
Islam yang berhasil menempatkan wakilnya di parlemen pada pemilu 2009 hanya 
PKS dan PPP, sementara PBB, PKNU, PBR dan PMB tidak memenuhi 
parliamentary threshold 2,5 persen, dari empat partai yang gagal masuk parlemen 
tersebut, hanya PBB yang berhasil lolos verifikasi KPU mengikuti pemilu 2014. 
Sementara partai berbasis Katolik-Protestan tidak ada satupun yang memenuhi 
syarat mengikuti pemilu 2014, meski pada pemilu 2009 masih terdapat PDS yang 
mewakili kalangan Kristen. Sementara partai nasionalis yang mengikuti pemilu 
2014 mencapai enam partai (PDIP, PG, PD, Hanura, Gerindra, PKPI, Nasdem). 
Lima partai berhasil masuk parlemen pemilu 2009 yakni PDIP, Golkar, PD, 
Hanura dan Gerindra, sementara PKPI gagal memenuhi parliamentary threshold 
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D. Asas-Asas  Pemilu Luber dan Jurdil 
Pemilihan umum adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan 
yang demokratis. Secara umum, negara yang demokratis wajib mengadakan 
sebuah pemilihan umum untuk memilih pemimpin di negara itu tidak hanya 
secara rutin atau reguler, tetapi juga harus berlandaskan pada asas pemilu 
demokratis, yaitu asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
64
 
Berkaitan dengan rumusan di atas, jika dirunut satu per satu, sejak 
Indonesia merdeka pada tahun 1945, praktis sudah 10 (sepuluh) kali sampai tahun 
2009 pemilu yang telah digelar dengan rincian: (1) Periode 1945-1967 pemilu 
digelar satu kali (tahun 1955); (2) Periode 1967-1998 diadakan enam kali (tahun 
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997); dan (3) Periode 1999-2009 dihelat 
sebanyak tiga kali (tahun 1999,2004, dan 2009). Dari jumlah pemilu sebanyak itu, 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa ke masa memiliki perbedaan satu 
sama lain dan tergantung kepada model pemerintahan yang dibangun oleh sang 
pemimpin. Pemilu-pemilu di masa Orde Baru, misalnya, salah satunya bercirikan 
telah dapat ditebak partai politik pemenang pemilunya sebelum pemili-pemilu itu 
dilaksanakan. Sedangkan kontes pemilu-pemilu pasca Orde Baru, berada 180 
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Secara sederhana, pemilihan umum (pemilu) dapat diterjemahkan sebagai 
sebuah sarana untuk mengisi sebuah jabatan tertentu melalui pilihan-pilihan yang 
dibuat oleh sejumlah orang yang telah ditemukan (pemilih).
66
Sebuah pemilu harus 
dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Adapun 
karakteristik penting dari pemilu yang bebas, yaitu: (1) Pemilu yang bersifat rutin; 
(2) Pilihan yang berarti; (3) Kebebasan untuk menempatkan kandidat/calon; (4) 
kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan; (5) Hak memilih yang 
universal; (6) Kadar pilihan yang sama atau seragam; (7) Kebebasan 




E. Analisis Independensi KPU dalam Kontestasi Pilwali Kota Makassar 
 Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang lahir dari rahim 
konstitusi UUD. Yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Amanat 
konstitusi melegitimasi KPU sebagai lembaga independen. Dalam konteks 
pemilihan walikota Makassar.KPU Makassar di uji netralitasnya. Oleh karenanya 
dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui netralitas KPU Makassar dalam 
pilwali 2018. Dengan melihat beberapa aspek yang merupakan substansi dari 
pekerjaan KPU. Diantaranya:   
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1. Independensi  KPU dalam Verifikasi Berkas Pasangan Calon. 
Untuk menakar sejauh mana netralitas KPU Makassar dalam pemilihan 
Walikota Makassar 2018. Dapat dilihat dari proses verifikasi berkas pasangan 
kandidat. Sebagaimana yang dikatakan oleh komisioner KPU Makassar bahwa: 
“Dalam memverifikasi, regulasi yang mengatur yaitu Peraturan KPU 
No. 3 Tahun 2018 (acuan memverifikasi berkas). Paslon yang ada di 
pilkada Makassar ada dua paslon, ada paslon yang maju melalui jalur 
perseorangan dan paslon yang maju melalui dukungan partai politik 
(usungan partai politik). Berkas calon yang maju melalui jalur 
perseorangan yang diverifikasi berkas dukungannya yaitu, KTP (foto 
kopi KTP) dari para pendukung. Jadi paslon harus didukung oleh 
sekian jumlah pendukung yang mendukungnya. Misalnya, dalam 
regulasi diatur bahwa jika jumlah pendukungnya diatas 1 juta, maka 
harus minimal didukung 6,5% dari jumlah DPT. Jadi apabila 1 juta 
berkas DPT itu harus didukung 6,5% DPT terakhir Kota Makassar 
sebelum pilkada 1 juta 5 ribu, berarti jika 6,5% dari 1 juta itu 65.000. 
Jadi 65.000 itulah minimal yang harus disetor dukungannya berupa 
foto kopi KTP masyarakat yang dikumpulkan oleh pasangan calon 
yang maju melalui jalur perseorangan.Setelah mereka memasukkan 
dukungan KTPnya, pihak KPU menghitung pada verifikasinya yaitu, 
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi pihak KPU 
melakukan verifikasisebanyak dua kali. Pertama, memeriksa 
administrasinya apakah jumlah dukungannya mencapai 65ribu yang 
mereka kumpulkan. Tapi ternyata mereka mengumpulkan sekitar 130 
ribu lebih. Jadi paslon Danny-Indira itu memasukkan 130 ribu lembar 
dukungan, jadi jumlah tersebut yang di verifikasi oleh KPU. 
Diverifikasi administrasi terlebih dahulu mana yang memenuhi syarat 
dan mana yang tidak memenuhi syarat. Setelah pihak KPU melakukan 
verifikasi administrasi, maka tersisa 125 ribu. Jadi 125 ribu itulah yang 
dinyatakan lolos verifikasi berkas. Lalu kemudian dilakukan verifikasi 
faktual, verifikasi faktual artinya pihak KPU turun ke lapangan 
menanyakan ke semua yang punya KTP apakah betul warga ini 
mendukung atau tidak. Setelah KPU melakukan verifikasi faktual, 
kemudian dari 125 ribu itu menjadi 119 ribu. Nah 119 ribu inilah yang 
KPU terima sebagai berkas dukungan dari pasangan calon yang maju 
melalui jalur perseorangan (Danny-Indira). Persyaratan yang harus 
dipenuhi yaitu 6,5% atau 65.354 itu minimalnya sedangkan DIAmi 








yang telah ditentukan. Berarti pasangan DIAmi sudah memenuhi 
syarat (itulah yang dipersyaratkan oleh UU).”
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Sebagaimana yang dituturkan komisioner KPU diatas menuturkan bahwa 
dalam proses verifikasi yang dilakukan KPU melalui dua tahap yakni verifikasi 
secara administrasi dan faktual. Dalam hal ini dilakukan pada calon Walikota 
yang melalui jalur independen yang harus mengumpulkan kartu tanda penduduk 
(KTP) masyarakat Makassar. Sebagaimana aturan PKPU yang mengatur jumlah 
foto copy yang harus dikumpulkan. Dua tahap menyeleksi KTP dalam hal 
administrasi dilakukan KPU untuk melihat keaslian KTP yang dikumpulkan. 
Sedangkan tahap faktual KPU turun ke lapangan untuk meninjau masyarakat yang 
telah mengumpulkan KTP. Untuk menanyakan kebenaran dukungannya terhadap 
pasangan calon. Namun tidak hanya melalui kedua tahap tersebut. Untuk lebih 
meyakinkan bahwa independensi KPU dalam verifikasi berkas. KPU juga 
melibatkan panwaslu.   
“Indepensinya yaitu pada saat melakukan verifikasi ada panwas yang 
menyaksikan, apakah betul atau tidak cara verifikasi yang dilakukan oleh 
KPU dan juga ada tim masing-masing paslon yang mengawasi pihak KPU. 
Jadi, betul-betul tidak ada yang salah dalam proses verifikasi. Itulah 
ukuran independensinya KPU dengan melibatkan semua pihak untuk 




Terlibatnya panitia pengawas pemilu (panwaslu) dalam proses 
verifikasi berkas semakin menguatkan kredibilitas KPU sebagai lembaga 
penyelenggara. Bahwa KPU bekerja sesuai aturan yang telah diatur oleh Undang-
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Undang. Sedangkan dalam memverifikasi berkas pasangan calon yang melalui 
partai pengusung juga telah diatur di dalam Undang-Undang. Sebagaimana yang 
dikatakan  bahwa: 
“Untuk calon yang maju melalui usungan parpol, dalam regulasi 
disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2016 Peraturan KPU No. 3 Tahun 
2018 disebutkan bahwa calon yang maju melalui usungan parpol itu 
harus diusung minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD Kota Makassar 
sehingga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam 
mengajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 
sedikitnya memenuhi 10 (Sepuluh) Kursi di DPRD Kota Makassar. 
Sedangkan di Kota Makassar itu ada 50 (Lima puluh) jumlah kursi di 
dewan. 20% dari 50% itu 10% berarti minimal 10 (sepuluh) kursi yang 
harus dikumpulkan. Lalu pasangan yang maju melalui usungan partai 
politik yaitu pasangan Appi-Cicu yang diusung oleh 10 partai politik 
yang ada di Kota Makassar. Tetapi mines di partai Demokrat karena 12 
parpol yang ada di Makassar pada waktu itu, namun 1 partai yang tidak 
dapat kursi di dewan yaitu PKB. Jadi tinggal 11 parpol, dari 11 parpol 
ini 10 parpol yang mengusung Appi-Cicu kecuali partai Demokrat 
yang tidak mendukung. Partai Demokrat di dewan kursinya 7 berarti 
50-7 sama dengan 43 kursi jadi, Appi-Cicu didukung sekitar 43 kursi. 
Jika 43 kursi sedangkan persyaratan minimalnya 10 kursi artinya sudah 
memenuhi syarat itu verifikasinya. Nah verifikasi tersebut juga 




Setelah melihat pendapat komisioner KPU diatas, dengan secara 
seksama maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses memverifikasi berkas 
pasangan calon yang melalui jalur independen maupun partai pengusung telah 
diatur di dalam Undang-Undang. KPU hanya mengimplementasikan apa yang 
diletigimasikan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya, proses verifikasi yang 
dilakukan KPU Makassar dalam pemilihan Walikota Makassar dapat dikatakan 
telah melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur sebelumnya di dalam 
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Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU Makassar independen 
dalam memverifikasi berkas pasangan calon.   
Dari sisi normatifnya mekanisme verifikasi berkas yang dilakukan KPU 
diatas, telah sesuai aturan Undang-Undang pemilu. Namun ada catatan kecil 
penulis jika melihat proses verifikasi berkas tersebut dari sisi praktis. Pertama, 
proses pengumpulan kandidat yang mengunakan KTP, besar kemungkinan adanya 
“pembeliaan” foto copy KTP yang dilakukan Timses yang menggerakkan ketua 
RT dalam menjalankan aksinya. Kedua, indikasi “transaksi” foto copy KTP dapat 
terjadi di Disdukcapil. Apalagi yang bertarung kembali adalah petahana. Ketiga, 
calon yang diusung oleh partai politik pula mengalami kondisi serupa, 
pragmatisme menjadi tidak dapat dihindarkan sehingga penantang yakni (Appi-
Cicu) memborong partai politik yang ada dengan melakukan lobi di DPP. Hanya 
untuk meraup dukungan suara partai politik. Akan tetapi, suara partai politik  
hanya mengantarkan paslon pada syarat pencalonan.  Dan tidak memberikan 
jaminan pada kemenangan kandidat. Karena kemenangan hanya ditentukan 
seberapa kuatnya mesin partai bergerak.   
2. Independensi  KPU dalam Penetapan Pasangan Calon. 
 Selain proses verifikasi berkas yang dilakukan KPU, maka tahap selanjutnya 
adalah penetapan pasangan calon. Dalam menentukan pasangan calon KPU 
kembali melakukan verifikasi calon. Berbeda pada tahap  sebelumnya yang masuk 
dalam verifikasi pencalonan. Dalam tahap verifikasi penetapan calon ini. KPU 
melakukan sejumlah seleksi yang ketat. Dengan mencocokkan ijazah yang 








“Setelah berkas administrasi yang telah diverifikasi dan telah memenuhi 
syarat nah itulah kemudian yang 119 ribu itu dilakukan verifikasi kembali 
apakah betul semua ini. Maka mereka semua sudah bisa melakukan 
pendaftaran, yah kita verifikasi kembali berkas calonnya karena yang 
diverifikasi pertama itu berkas pencalonan. Karena ada dua verifikasi 
berkas pertama verifikasi berkas pencalonan dan yang kedua verifikasi 
berkas calon.Jadi ketika mendaftar mereka melakukan dua kali verifikasi 
yaitu verifikasi berkas pencalonan itu yang berupa syarat dukungan dan 
verifikasi berkas calon itu satu per satu calonnya dilakukan verifikasi 
seperti ijazah semua calon diperiksa mulai dari ijazah bahwa  sekolah 
pertamanya sampai pendidikan terakhirnya seperti mendatangi sekolahnya 
apakah betul calon  ini pernah sekolah di sekolah yang tertera pada 
ijazahnya. jadi semua paslon itu diteliti berkasnya jadi betul-betul detail 
proses verifikasi berkas calonnya. Dan juga diperiksa apakah sudah 
melaporkanharta kekayaannya ke KPK apakah betul laporan calon 
tersebut. Ada pernyataan dari KPK bahwa sudah melaporkan kekayaannya 
setelah di dianggap semua sudah memenuhi syarat, syarat pencalonan dan 
syarat calonmaka menurut Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018 dan UU No. 
10 Tahun 2016 itu sudah bisa ditetapkan sebagai pasangan calon maka 
itulah yang kami tetapkan.”
71
 
Sebagaimana penuturan komisioner KPU diatas, bahwa dalam penetapan 
kandidat pasangan calon melalui seleksi yang begitu ketat. Bahkan KPU meninjau 
langsung sekolah dan universitas kandidat. Hal tersebut dilakukan agar 
menyakinkan bahwa ijazah para pasangan calon adalah ijazah asli yang benar 
adanya dikeluarkan pihak sekolah dan universitas. Namun bukan hanya sekedar 
peninjauan langsung yang dilakukan KPU. Melainkan para kandidat harus pula 
memberikan laporan kekayaan hartanya kepada komisi pemberantasan korupsi 
(KPK). Maka dapat dikatakan ukuran dari independennya KPU dalam penetapan 
calon dapat dilihat dari KPU menjalankan segala regulasi yang telah diatur. Dan 
tentunya KPU tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun. 
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Pasca verifikasi KPU akan melakukan penetapan pasangan calon yang 
telah lulus seleksi berkas. Dalam penetapan pasangan calon sebelumnya. 
Komisioner KPU telah menjelaskan diatas, akan tetapi proses penetapan bisa saja 
terindikasi tidak netral jika salah satu prosedur dalam penetapan dilanggar oleh 
KPU.  
 
3. Independensi KPU pada Saat Diskualifikasi Pasangan Calon. 
Dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2018, berhasil menarik 
perhatian publik. Bukan hanya masyarakat Makassar bahkan tingkat nasional. 
Dikarenakan terjadinya diskualifikasi terhadap salah satu calon Walikota yang 
diduga ketika itu melakukan pelanggaran. Karena memanfaatkan jabatannya 
sebagai Walikota untuk mengambil start kampanye terlebih dahulu. Penantang 
pun dengan segera melaporkan pelanggaran tersebut dengan agar petahana dapat 
di diskualifikasi dari pemilihan Walikota Makassar. Laporan yang dilakukan 
pihak penantang ke panwaslu, ternyata tidak berhasil menyakinkan panwaslu. 
Sehingga petahana masih dapat mencalonkan dirinya sebagai calon walikota. 
Namun langkah tersebut tidak membuat penantang (Appi-Cicu) putus asa. 
Gagalnya di panwaslu membuat penantang kembali membawanya ke PTTUN 
hingga putusan akhirnya ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Yang 
menetapkan terdiskualifikasinya petahana dalam  pesta demokrasi 2018 di 
Makaasar, sebagaimana yang dikatakan salah seorang komisioner bidang tekhnisi 








“Kenapa kita mendiskualifikasi, karena itu putusan Mahkamah Agung jadi 
asal mulanya seperti ini, kami telah menetapkan dua pasangan calon yaitu 
Danny-Indira dan Appi-Cicu. Sudah dilakukan penetapan pasangan calon 
serta pengundian nomor urut, maka pasangan nomor urut 1 itu mengajukan 
gugatannya ke PANWAS Kota Makassar karena menganggap bahwa 
penetapan KPU ini salah. Seharusnya KPU tidak menerima berkas calon 
dan berkas pencalonan pasangan Danny-Indira karena pasangan tersebut 
melanggar sehingga pasangan Appi-Cicu memasukkan gugatan ke Panwas 
lalu disidanglah di Panwas. Alasan pasangan Danny-Indira digugat oleh 
pasangan Appi-Cicu karena telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016 pasal 
71 ayat 2 dan 3 tentang penggunaan kewenangan petahana.Setelah sidang 
di panwas, melalui yang namanya Musyawarah Penyelesaian Sengketa 
(MPS) di Panwas dan dihadirkan saksi, ahli, Panwas memutuskan bahwah 
menolak gugatan Appi-Cicu. Artinya, pasangan calon Danny-Indira tetap 
bisa ikut bertarung di pilwali 2018 tidak di diskualifikasi.Nah, pasangan 
Appi-Cicu tidak puas dengan keputusan Panwas, dan karena memang 
dibolehkan oleh regulasi maka pasangan Appi-Cicu mengajukan lagi 
gugatan ke PT TUN, kenapa ke PT TUN padahal jenjang peradilan 
sebelum PT TUN itu ada yang namanya PTUN (pengadilan tingkat 
pertama untuk pengadilan negara). Akan tetapi dalam regulasi , untuk 
persoalan pilkada itu tidak melalui PTUN lagi tapi langsung ke PT TUN. 
Jadi mereka memasukkan gugatan ke PT TUN karena pasangan Appi-Cicu 
tidak puas dengan putusan panwas.”
72
 
Diterimanya, gugatan pihak penantang oleh PT TUN, bahwa petahana 
(Danny-Indira) harus di diskualifikasi dari pilwali 2018 Makassar. Namun hal ini 
pula yang membuat KPU harus bertindak dalam penyelesaian perkara pilwali. 
KPU yang juga memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pemilu akhirnya 
bertindak dengan membawa perkara ini ke Mahkamah Agung (MA). 
Sebagaimana penuturan lanjutan diatas, bahwa:  
“Gugatannya sama, meminta diskualifikasi pasangan Danny-Indira dan 
juga alasan yang sama bahwa melanggar UU No. 10 Tahun 2016 pasca 
71 ayat 2dan3. Di PT TUN gugatan pasangan Appi-Cicu diterima dan 
PT TUN memerintahkan ke KPU Makassar untuk mendiskualifikasi 
pasangan Danny-Indira. Karena KPU Makassar merasa apa yang telah 
diputuskan oleh PT TUN itu sudah benar dan sudah sesuai dengan 
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regulasi, maka dalam regulasi itu juga dibuka ruang untuk KPU 
Makassar untuk melakukan perlawanan. Kami melakukan perlawanan 
kami juga melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung 
menguatkan putusan PT TUN dan akhirnya ketika MA menguatkan 
putusan PT TUN  maka KPU Makassar harus mendiskualifikasi 




 Setelah melalui mekanisme yang telah diatur, maka dalam proses 
diskualifikasi yang tertuju pada pihak petahana telah resmi dinyatakan gugur 
sebelum bertanding. Dan tidak dapat ikut serta dalam pesta demokrasi sebagai 
kandidat, akan tetapi masih dapat menjadi pemilih. Keputusan Mahkamah Agung 
yang mengikat secara hukum. Menjadi mimpi buruk bagi petahana dan sejumlah 
team sukses serta para pendukungnya karena gagal ikut mewarnai kontestasi 
pilwali Kota Makassar. Karena telah terbukti melakukan pelanggaran 
sebagaimana yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 3.  
Terkait penyalahgunaan wewenang. Dengan melakukan, pembagian HP ke 
RT/RW, pengangkatan tenaga honorer , dan penggunaan tag line “Dua kalitambah 
Baik”. Hingga atas legitimasi MA. KPU akhirnya mendiskualifikasi pasangan 
Danny-Indira sebagai calon Walikota Makassar. 
 Ukuran independennya KPU dalam proses diskualifikasi calon dapat 
dilihat dari penuturan komisioner KPU Kota Makassar yang menyatakan bahwa:  
“Karena independen kami tidak diintervensi oleh siapapun karena 
seandainya kami diintervensi maka dari awal kami sudah menerima 
putusan PT TUN. Kami punya dua putusan pasangan calon tetapi di gugat 
oleh pasangan Appi-Cicu kemudian di PT TUN, di Panwas kami menang 
artinya masih tetap dua pasangan calon. Kemudian gugatan masuk di PT 
TUN kami kalah harusnya paslon Danny-Indira tidak didiskualifikasi lalu 
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kami melakukan perlawanan karena kami anggap bahwa sudah betul tapi 
ternyata MA menguatkan putusan PT TUN dan kami tidak bisa berbuat 
apa-apa karena di negara kita ini lembaga peradilan tertinggi itu adalah 
MA tidak ada lagi diatasnya. Maka mau tidak mau putusan MA harus 
dijalankan yaitu mendiskualifikasi pasangan Danny-Indira.”
74
 
Sebagaimana penyampaian komisioner KPU diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam proses diskualifikasi pasangan calon walikota 
Makassar begitu ambigu. Seolah nampak adanya “Main mata” atau keberpihakan 
KPU kepada salah seorang pasangan calon. Yang dibungkus rapi seolah-olah 
proses diskualifikasi yang terjadi benar telah melalui prosedur hukum yang jujur 
dan transparan. Bagi penulis, KPU tidak perlu melakukan kasasi hingga 
Mahkamah Agung karena putusan dari bawaslu telah sangat mengikat yang 
dilegitimasi oleh UU. Yang menyatakan bahwa tidak terdapatnya indikasi 
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petahana. Bukan Cuma hal itu, 
Nampak juga bahwa komisioner KPU tidak sama sekali memiliki otoritas dalam 
mengambil keputusan dan pertimbangan yang serius. Sehingga menyebabkan 
anggaran 60 Miliar terbuang percuma. Oleh karena itu, netralitas KPU Kota 
Makassar dalam proses diskualifikasi dapat dikatakan KPU Kota  Makassar telah 
“bermain mata” dengan salah satu pasangan calon. 
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4. Independensi KPU dalam Proses Pemungutan Suara 
 Hari H selalu identik dan dikaitkan dengan peristiwa yang sedang 
berlangsung pada hari tersebut. Dalam konteks pemilu hari H menjadi hari 
“sakral” yang dinanti para peserta dan penyelenggara pemilu. Seluruh perangkat 
penyelenggara dimulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU mengambil masing-
masing tugasnya. Sejak dimulai pemugutan suara hingga pada perhitungan suara. 
Melalui beberapa proses tahapan perhitungan. Pada wilayah pemugutan inilah 
merupakan situasi yang “sensitif”. Karena kecurangan seringkali terjadi di proses 
pemugutan suara. Misalnya, jika pihak KPPS telah melakukan “main mata” 
terhadap salah satu tim sukses kandidat dengan membeli surat suara sisa. Selain 
itu, seringpula terjadi surat suara yang digunakan pihak lain. Begitu pula yang 
terjadi di PPS, PPK bahkan KPU sendiri yang dapat mengganti jumlah suara. 
Menepis tuduhan yang sering ditujukan oleh pihak KPU dan bawahannya atas 
indenpendensinya. Maka secara tegas Komisioner KPU Makassar membantah 
segala gosip tersebut dengan mengatakan bahwa: 
“Karena pada saat pemungutan suara KPU tidak mengintervensi 





Penjelasan yang sangat singkat oleh bapak Mansur selaku komisioner 
setidaknya memberikan informasi terkait independensi KPU Kota Makassar 
sebagai wasit dalam kontestasi pemilihan Walikota tahun lalu. 
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5. Independensi KPU dalam Penetapan Hasil Pemungutan Suara 
 Setelah sejumlah rangkaian dan dinamika selama perhelatan pemilihan 
walikota yang dilalui KPU. Dan bertindak sebagai “wasit” yang adil sebagaimana 
legitimasi Undang-Undang. Kini memasuki tahapan akhir kontestasi pilwali 2018 
ini. Yakni penetapan hasil pemungutan suara. Dalam tahap akhir ini merupakan 
“ujian berat” bagi KPU atas netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mulai 
pembentukan panitia KPPS hingga rekapitulasi suara di KPU kota. Hal itu pula 
yang diungkapkan oleh Komisioner KPU bahwa: 
“Pemenangnya berdasarkan suara terbanyak. Kemarin cuma satu paslon 
karena satu paslon telah didiskualifikasi. Kemudian dalam PKPU No. 13 
Tahun 2018 yang mengatur tentang satu paslon itu  kalau ada satu paslon 
maka untuk menentukan apakah dia bisa duduk atau tidak diatur dalam 
PKPU No. 13 disebutkan bahwa jika dia sudah bisa memperoleh lebih dari 
50% suara melawan kolom kosong. Nah kemarin hasil rekap atau hasil 
perhitungan yang secara transparan KPU buka ke masyarakat, rekap di 
KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU. Itu secara berjenjang 
kami lakukan, proses secara transparan orang lihat, orang tahu, orang 
saksikan dan ternyata pasangan Appi-Cicu tidak sampai 50% perolehan 
suaranya.cuman 43% sementara kolom kosong sampai 57%. Artinya apa? 
Tidak ada walikota. Jadi proses penetapan berdasarkan proses rekap 
berjenjang dari bawah mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU.”
76
 
 Di dalam proses terakhir dari sebuah pemilihan ini, KPU menjadi benteng 
terakhir dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Netralitas 
KPU menentukan kualitas pemimpin yang akan memimpin kota Makassar.  
Mekanisme penetapan pemenang dari pilkada Makassar ditentukan dengan suara 
terbanyak 50%+1. Olehnya, pesta demokrasi pemilihan walikota Makassar 
dimenangkan oleh kotak kosong. Yang berarti pemilihan akan digelar kembali 
pada tahun 2020 mendatang. Untuk mengisi kursi kosong di pemerintah kota 
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Makassar, hingga menunggu 2020 menurut Undang-Undang bahwasanya otoritas 
dimiliki oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk menunjuk siapa yang 
layak menempati posisi kursi nomor satu di Kota Makassar. 
F. Indikator Gugatan Pihak Oposisi 
Penggugat Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi sang penggugat 
keberatan terhadap keputusan tergugat yang menetapkan Mohammad Ramdhan 
Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan 
Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 
2018, karena Mohammad Ramdhan Pomanto yang merupakan Walikota Makassar 
atau petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah 
Kota Makassar 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon oleh 
tergugat yang menguntungkan dirinya atau merugikan penggugat sebagaimana 
dilarang oleh ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 89 ayat 2 
PKPU No. 15 Tahun 2017, yang selengkapnya berbunyi : 
Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016
77
 
“(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupat, Walikota 
atau Wakil Walikotadilarang menggunakan kewenangan, program dan 
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam kurun waktu 
6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai 
dengan penetapan pasangan calon terpilih.” 
 
Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 15/2017
78
 
“(2) Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, 
program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai 
dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.” 
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Terkait penjelasan beberapa pasal diatas terkait PKPU, maka secara yuridis 
ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh petahana secara struktural 
dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai Walikota. Diantaranya:  
1. Pembagian HP kepada Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar 
Tindakan yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto jelas 
merupakan bentuk tindakan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan 
pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan pemilihan yang dilakukan dalam 
rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang secara tegas 
dilarang oleh Undang-Undang. 
Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa penggunaan kewenangan, program 
dan kegiatan pembagian HP untuk Ketua RT dan Ketua RW untuk kegiatan 
pemilihan yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto sangat 
menguntungkan dirinya. 
Bahwa apa yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai 
Walikota Makassar atau Petahana telah merugikan Appi-Cicu, sebab pasangan 
Appi-Cicu harus bersaing  pada ajang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
yang tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang, karena salah satu peserta Pemilihan yang berstatus sebagai 
petahana telah menyalagunakan atau memanfaatkan kewenangan, program dan 
kegiatan pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan politiknya sebagai calon 
Walikota Makassar Tahun 2018. Terkait pembagian HP kepada RT/RW yang 








merugikan pihak penantang. Merespon perihal kasus tersebut ketua Bawaslu Kota 
Makassar memberikan penuturannya bahwa: 
“Pembagian HP ke RT/RW, pembagian HP ini ada juga dalam RPJMD 
dalam bentuk Perda (satu perda antara tagline dan pembagian HP) RPJMD 
2014-2019. Kalau momenklatur dalam RPJMD itu disebutkan alat 
komunikasi, jadi memang ada momenklaturnya yang penganggarannya itu 
2016 sedangkan di unsur pasal 71 ayat 3 itu adalah pelanggaran yang 
enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon, ditetapkan itu februari 
berarti yah 6 bulan sekitar oktober 2017. Sedangkan pembagian HP 
tersebut itu penganggaran mulai dari atau perencanaannya 2014-2019, 
penganggarannya 2016 dan direalisasikan 2017. Jadi tidak masuk dalam 
kategori enam bulan. Kemudian unsur lain didalam pasal 71 ayat 3 itu 
disebutkan yang dapat menentukan pasangan calon tertentu. Dari 
pemeriksaan persidangan itu tidak ada satupun unsur atau saksi ataupun 
bukti yang mengarah pada Danny Pomanto ini diuntungkan karena itu di 
bagi ke RT/RW, pada saat dibagikan pun tidak ada bahasa bahwa harus 
memilih Danny, jadi kacamata kami pada saat itu melihat bahwa ini adalah 
program yang ditungkan kedalam perda berarti itu sudah menjadi 
kewajibannya pemerintah kota untuk melaksanakan, justru dia melanggar  




 Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian HP 
ke RT/RW yang dilakukan oleh Danny Pomanto tidak termasuk dalam proses 
kampanye seperti yang di tuduhkan oleh pihak penggugat. Hanya saja 
pelaksanannya yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
 
2. Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas 
Bahwa dalam rentang waktu bulan Oktober dan Desember 2017, 
Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar/petahana telah 
mengangkat 2.376
80
 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang Tenaga Kontrak 
Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan atas dasar Surat Keputusan 
Walikota Makassar. 
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Berdasarkan hal tersebut, bahwa tindakan yang dilakukan oleh 
Mohammad Ramdhan Pomanto dalam masa jabatannya selaku Walikota 
Makassar/petahana baik yang dilakukannya sendiri ataupun oleh Tim 
Pemenangannya atas perintahnya baik yang bersifat langsung maupun yang tidak 
langsung adalah merupakan tindakan menggunakan kewenagan, kegiatan, dan 
program pemerintah Kota Makassar dan secara nyata dilakukan untuk 
menguntungkan dirinya. 
Berangkat dari fakta diangkatnya tenaga kontrak menjadi honorer 
membuat pengguat semakin yakin bahwa petahana selaku peserta pemilu kembali 
melakukan “curi start” kampanye yang berkedok kebijakan. Olehnya, Bawaslu 
sebagai badan pengawas pemilu memberikan tanggapan pula bahwa: 
“Pengangkatan tenaga honorer, hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa 
pengangkatan tenaga honorer itu bukan berasal dari pemerintah kota 
melainkan itu adalah hasil reses dari DPRD kota yang dimasukkan dalam 
RPJMD seperti dilakukan pengangkatan karena ternyata hasil reses DPRD 
itu melihat bahwa banyak tenaga-tenaga sukarelawan yang tenaganya 
sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah tetapi ijazahnya tidak seimbang 
dengan tenaganya sehingga DPRD kota menjadikan ini sebagai hasil reses 




Pernyataan ketua Bawaslu diatas, menjelaskan bahwa pengangkatan 
tenaga kontrak menjadi honorer telah melalui proses di DPRD. Danny Pomanto 
selaku Walikota hanya menyetujui hasil yang telah disepakati fraksi di DPRD 
kota Makassar. Olehnya, pengangkatan itu tidak dilakukan serta-merta oleh 
Walikota yang juga sekaligus menjadi peserta pemilu. Akan tetapi, aroma politis 
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sangat terasa karena menjelang pemilu. Sehingga persepsi dan dugaan terjadinya 
pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang tertuju pada Walikota.    
3. Penggunaan Tagline “Makassar Dua Kali Tambah Baik” 
Tagline “Makassar Dua Kali Tambah Baik adalah merupakan tagline 
Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertulis jelas dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-
2019.Penggunaan Tagline “Makassar Dua Kali Tambah Baik” yang dilakukan 
oleh Mohammad Ramdhan Pomanto dan/atau Indira Mulyasari Paramastuti Ilham 
baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain atas nama tim 
sukses, tim relawan ataupun simpatisan Mohammad Ramdhan Pomanto dan 
Indira Mulyasari Paramastuti Ilham adalah jelas-jelas merupakan tindakan 
melanggar hukum, karena telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tagline 
milik Pemerintah Kota Makassar secara illegal dan secara melawan hukum untuk 
kepentinganpolitik dan/atau untuk kepentingan pencalonannya sebagai Bakal 
Calon atau Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. 
Tagline yang digunakan walikota Makassar yang juga calon walikota 
dinilai sebagai “alat politik” untuk kembali meraup suara di dalam kontestasi 
pilwali. Laporan penggugat atas pelanggaran petahana terkait pemanfaatan 
wewenang. Namun dalam proses pembenaran atas kasus “Tagline” KPU tidak 
memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus tersebut. Sebagaimana yang dikatakan 








“KPU tidak dalam kapasitas untuk menyelidiki temuan pelapor itu. karena 
kami juga hanya mendapat laporan. Terkait kasus tersebut bawaslu yang 
patut dan memiliki wewenang untuk menyelidikinya.”
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 Sebagaimana yang diungkapkan komisioner diatas, bahwa KPU tidak 
memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran yang 
dilakukan pihak petahana terkait penyalahgunaan wewenang. Menurut keterangan 
yang diberikan komisioner diatas, hanya bawaslu yang memiliki otoritas untuk 
melakukan penyidikan. 
Melanjutkan apa yang dikatakan komisioner sebelumnya, dengan 
memaparkan aduan pihak pelapor. Secara spesifik ketua Bawaslu Kota Makassar 
menjelaskan bahwa: 
“Terkait dengan penggunaan Tagline Dua Kali Tambah Baik, jadi 
penggunaan tagline ini memang ada dalam RPJMD Kota Makassar 2014-
2019 yang sudah disahkan dalam bentuk perda. Didalam RPJMD ini 
disebutkan tagline itu adalah slogan milik kota Makassar yang siapapun 
bisa menggunakan itu sehingga kami berpandangan bahwa penggunaan 
tagline itu bukan program sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 
ayat 3. Karena kalau kita lihat yang namanya program yang dimaksud 
berdasarkan keterangan beberapa ahli dia menyebutkan yang namanya 
program itu adalah implikasi anggarannya itu yang dimaksud dengan 
program sebagaimana yang dimaksud pasal 71 ayat 3 itu. Sehingga tagline 
ini kami anggap bahwa penggunaan tagline itu tidak melanggar karena 
tidak melanggar pasal 71 karena tidak ada implikasi anggarannya, 
maksudnya diprogramkan, dianggarkan itu baru dianggap bahwa 
pelanggaran pasal 71 itu.”
83
 
Pernyataan Ketua Bawaslu diatas, secara hukum tagline tersebut tidak 
dianggap melanggar aturan pemilu. Apalagi memanfaatkan momentum politik 
tahun 2018 lalu. Karena unsur politisasi dan pencitraan yang ditujukan kepada 
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pihak petahana yang ingin berkontestasi kembali pada 2018 lalu. membuat 
lawannya menjadi “panik”. Sehingga mencoba menghalalkan segala cara agar 
sang petahana tidak kembali ke panggung kontestasi.     
G. Implikasi Politik dan Pertarungan antar Elit dalam Pilwali Makassar 
2018. 
1. Kemenangan Kotak Kosong atas Paslon 
Pesta demokrasi yang terjadi di Kota Makassar berhasil mengukir sejarah 
baru. Gagalnya petahana menjadi calon walikota priode 2018-2023 menyita 
perhatian seluruh elemen. Baik dari kalangan pengusaha, birokrat, mahasiswa dan 
masyarakat. Dibatalkannya pencalonan petahana oleh pihak KPU dikarenakan 
petahana diduga menyalahgunakan otoritasnya sebagai walikota. Tuduhan 
melakukan kampanye lebih awal oleh pihak oposisi membuat posisi petahana 
sebagai calon walikota mulai “goyang”. 
Gugatan yang dilakukan oleh pihak oposisi akhirnya melegetimasi KPU 
dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa pilkada Kota Makassar tahun 
2018 hanya mencalonkan satu pasang kandidat saja. Dengan melawan kotak 
kosong. Selama pesta demokrasi yang berlangsung di Kota Makassar belum 
pernah terjadi fenomena kota kosong. Namun pada pilkada 2018 ini, tercatat ada 
16 kota/kabupaten yang terdapat kotak kosong dalam pilkada masing-masing 
daerah. Namun yang menarik perhatian publik nasional dan para pengamat politik 
adalah pilkada di Kota Makassar. Dikarenakan hanya pilkada Makassar yang 








Fenomena langkah tersebut menjadi bahan diskusi publik bahwa siapa 
aktor di balik kotak kosong tersebut. Padahal jika dianalisis secara teoritis 
pasangan oposisi (Munafri dan Rahmatika) seharusnya dapat lebih unggul karena 
memiliki tim pemenangan yang tentunya bergerak secara struktural. Namun 
ternyata fakta berkata lain. Apapun argumentasi dari oposisi fakta telah 
membuktikan bahwa dalam kontestasi pilkada Kota Makassar dimenangkan oleh 
kotak kosong. 
Respon masyarakat Kota Makassar terkait kontestasi pilwali 2018 lalu 
begitu beragam. Terlihat jelas suasana di “politik warung kopi” begitu ramai 
dengan obrolan terkait pilkada kemarin. Komentar juga datang dari salah seorang 
masyarakat kecamatan Manggala yang turut aktif di kontestasi pilwali 2018 tahun 
lalu. Menuturkan bahwa : 
“Kalau melihat kontestasi dalam pilwali kota Makassar kemarin, bahwa 
Appi-Cicu begitu sombong dan beranggapan bahwa mereka sudah pasti 
menang. Sehingga dia melakukan kampanye akbar di  seluruh penjuru kota 
Makassar atas claim kemenangannya terpilih sebagai Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar. Padahal jika dibandingkan dengan petahana secara 
elektabilitas dan kinerja pak Danny lebih unggul. Kerja nyata Danny ini 
seperti pembangunan yang terjadi di Kota Makassar inilah yang 
masyarakat pertahankan sampai sekarang. Sehingga tanpa kampanye kotak 
kosong bisa menang.Dan khusus di kecamatan Manggala-Panakkukang itu 
sendiri koko menang mutlak bukan menang telak. Padahal markas terbesar 
tim pemenangan Appi-Cicu terdapat di Manggala-Panakukkang. Tapi 
nyatanya Appi-Cicu kalah karena kesombongannya yang mengganggap 
dirinya telah menang. Sehingga Tim suksesnya tidak bekerja secara 
maksimal. Justru menggangap remeh petahana.”
84
 
 Jika merujuk pada komentar informan diatas, bahwa benar sumber 
kekalahan pasangan Appi-Cicu dikarenakan kesombongannya yang mengganggap 
dirinya telah menang di pilwali kemarin. Dengan melakukan kampanye 
                                                             
84
Wawancara, Bapak Sunardy, Masyarakat Antang kec. Manggala, Pada Tanggal 3-








kemenangan di setiap ruas Kota Makassar. Padahal jika melihat tingkat 
popularitas kedua pasangan, maka tentunya pasangan petahana jauh lebih unggul. 
Dengan sejumlah kerja yang dilakukannya. Hal ini membuktikan bahwa 
masyarakat Kota Makassar telah cerdas memilih “pelayan” yang bersedia 
mewakafkan hidupnya demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Makassar. 
 Hal yang sama pula diungkapkan salah seorang ketua RT di Kecamatan 
Mariso Kelurahan mariso bahwa : 
“Pandangan masyarakat itu, bahwa masyarakat masih ingin kalau 
Danny Pomanto masih maju menjadi calon Walikota di tahun 2018 
karena kami melihat dari hasil pembangunan dan kerjanya selama 
menjabat sebagai Walikota dan itu memang terbukti. Makassar juga 
bagus seperti ini karena hasil tangan dingin Danny Pomanto. Bisa kita 
lihat dari sisi pembangunan sudah bagus sekali. Seperti rumah sakit, 
sekolah, jalan, dan bahkan seluruh lorong-lorong yang ada di Makassar. 
Maka itulah semua yang masyarakat puji dan masih menginginkan 
Danny Pomanto menjabat dua periode. Termasuk dengan kita yang 
menjabat sebagai RT/RW sangat bangga dengan Danny Pomanto 
karena sebelum pak Danny menjabat. RT/RW itu tidak digaji, dan 
sekarang kami sudah diberi gaji. Dan besar kemungkinan kalau pada 
tahun 2020 Danny Pomanto masih mencalonkan sebagai walikota 




Tanggapan ibu ketua RT diatas, berpihak kepada petahana yang 
dianggap telah sukses membangun Kota Makassar dari segala aspek. Kepuasaan 
ketua RT diatas terkait kepemimpinan Danny yang sangat menguntungkan ketua 
RT/RW yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. 
Salah satu ukurannya dapat dilihat dari kebijakan Danny menganggarkan dana 
untuk upah kepada setiap ketua RT/RW dan memberikan handphone secara gratis 
demi lancarnya komunikasi dan terbangunya sinergitas birokrasi dan masyarakat. 
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Olehnya pula banyak ketua RT/RW yang sangat terbantu dengan kebijakan 
pembagian handphone karena membantu ketua RT/RW dalam menjalankan 
tugasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Arsi diatas bahwa: 
“Saya tidak menggangap itu sebagai pelanggaran, karena sebetulnya itu 
merupakan dana anggaran dan tidak jadi masalah kalau kami ketua 
RT/RW mendapatkan HP karena RT/RW sebagaian ada yang tidak 
memiliki dana untuk membeli HP yang harganya sekian. Sedangkan itu 
hasil kerja kami. Kami bisa kirim melalui HP, kami RT/RW bisa 
memposting bagaimana hasil kerja kita masing-masing. Seperti misalnya 
ada keributan itu kami bisa share dengan cepat.”
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 Statement ibu Arsi sebagai ketua RT diatas, menunjukkan bahwa 
pemerintah Kota Makassar telah berhasil mengimplementasikan kebijakannya 
secara kongkret dan teratur.Walaupun tidak sempurna akan tetapi struktur 
pemerintah kecil seperti RT dan RW merasa dihargai perannya. Dan sangat 
mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang melibatkan masyarakat 
setempat. Misalnya, lorong garden, lorong KB, dan lain sebagainya. Bahwa 
pemerintahan yang baik berangkat dari pemimpin yang baik pula. Kata 
Abdurrahman
87
 bahwa pemimpin bukan hanya kalangan elite politik, tetapi juga 
semua orang yang tindakan dan usahanya berorientasi untuk mengamankan dan 
memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kedua masyarakat diatas, 
hanya memberikan pandangan secara faktual yang terjadi di kota Makassar. 
Olehnya, menarik melihat perspektif akademisi terkait fenomena kotak kosong 
yang menyita perhatian publik nasional. Sebagaimana yang dikatakan akademisi 
UIN Alauddin Makassar bahwa: 
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“Hadirnya kotak kosong di dalam kontestasi kepala daerah di beberapa   
kota di Indonesia. Akibat konsolidasi politik hukum yang terjadi di 
parlemen sangat pragmatis. Legislasi nasional yang berbau “transaksi 
pragmatis” antara anggota DPR dan elit partai membuat besarnya 
konsekuensi yang harus diterima dari pilkada serentak 2018. Karena 
kehadiran kotak kosong nampak lebih banyak mudarat ketimbang 
maslahah nya. Bentuk pragmatisme yang nampak jelas yakni, Pertama 
pemegang modal akan dapat menguasai partai politik yang digunakan 
sebagai pengusung kandidat. Sehingga kandidat yang tidak memiliki cost 
politik. Akan melabuhkan pencalonannya melalui perseorangan. Kedua, 
menciptakan DPP yang otoriter dalam memberi tiket (menjadi pengusung) 
yang tidak memperhitungkan masukan DPD, DPC, hingga ranting yang 
lebih mengetahui kondisi “akar rumput”. Sehingga mengakibatkan mesin 
partai tidak bekerja secara maksimal. Ketiga, Indikasi kecurangan yang 
dilakukan pihak penyelenggara terbuka lebar. “transaksi” di tingkat 
kecamatan (PPK) besar kemungkinan terjadi. Karena tidak adanya tim 
saksi dari “kotak kosong”. Sehingga sedikit banyaknya suara dapat 
dimainkan. Keempat, Pemborosan anggaran APBD. Kasuistik 
diskualifikasi paslon yang terjadi di Kota Makassar diduga besar 
merupakan “agenda setting” penyelenggara dan elit parpol. Demi 
“mengamankan” dana APBD sekitar 60 M. dana tersebut otomatis tidak 
sepenuhnya digunakan di pilkada Makassar tahun lalu. Dan akhirnya 
terbukti dengan ditetapkannya sekertaris KPU Kota Makassar menjadi 
tersangka, terkait penggunaan dana pilkada tahun lalu. Bagi saya, pilkada 
2018 lalu adalah proses semi-demokrasi. Ikut memilih tetapi tidak 
menghasilkan pemimpin. Karena kontestasi dalam sistem demokrasi 
mengharusakan adanya duel antar kandidat.”
88
        
 
Pernyataan akademisi diatas, menunjukkan bahwa lahirnya kotak kosong 
merupakan sebuah “proyek bersama” yang mengutungkan sejumlah elit dan 
penyelenggara pemilu. Kotak kosong menjadi sebuah konsekuensi yang harus 
diterima sejumlah lembaga yang memiliki andil dari hadirnya kotak kosong di 
pilkada 2018. Khusunya di kota Makassar fenomena kotak kosong menyita 
perhatian publik nasional karena dapat menang dalam kontestasi di pemilihan 
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Walikota Makassar 2018 tahun lalu. Sebagaimana yang dikemukakan akademisi 
UIN Alauddin, bahwa: 
Kemenangan kotak kosong di pilkada Makassar bukanlah sebuah 
kebetulan. Kemenangan kotak kosong berangkat dari “agenda setting” 
yang dimainkan penantang (Appi-Cicu) yang takut jika petahana 
berkompetisi kembali karena hasil survey terkait kekuatan elektabilitas dan 
kinerja petahana masih unggul jauh dibanding penantang yang belum bisa 
dilihat pembuktiannya. Sehingga berusahalah mencari kelemahan petahana 
untuk digagalkan sebagai kontestan pilkada. Akan tetapi, “ketakutan” 
penantang menjadi “blunder” yang merugikan pihak penantang sendiri. 
didiskualifikasinya petahana sebagai calon walikota justru membuka mata 
masyarakat Makassar akan busuknya politik yang dimainkan penantang 
yang tentunya melibatkan elit penyelenggara. Masyarakat memandang 
politik yang dimainkan penantang sangatlah tidak beretika walaupun 
berusaha dibungkus dengan melalui langkah konstitusional. Selain basis 
massa petahana yang masih setia dan tim sukses yang militan. Suara swing 
voters yang tadinya belum menentukan pilihan akhirnya melabuhkan 
pilihannya pada kotak kosong, karena ibah (kasian) kepada petahana yang 
telah ditetapkan sebagai calon justru harus didiskualifikasi hanya karena 
alasan politis yang dibalut putusan PTTUN dan MA. Begitu pula dengan 
para akademisi yang mayoritas bosan dengan kinerja petahana dan 
penantang yang didukung oleh pemilik modal karena tidak adanya pilihan 
ketiga sehingga lebih memilih golput. Akan tetapi karena hadirnya kotak 
kosong justru para akademisi lebih melabuhkan pilihannya ke kotak 
kosong. Sebagai “The Thirty Way” (jalan ketiga) buntuhnya saluran 
demokrasi di Makassar. Apa yang saya katakan ini berdasar dari survey 
internal prodi ilmu politik UNHAS. Dengan mengambil sampel di 
perumahan dosen UNHAS dan perumahan dosen UMI. Kemenangan 
kotak kosong pula karena sejumlah alasan pragmatis. Misalnya, banyak 
elit politik yang memiliki kepentingan di 2020 nantinya jika kotak kosong 
berhasil menang. Olehnya, kotak kosong ini didomplengi oleh segala rupa 




Dari analisis akademisi UIN diatas, menunjukkan bahwa sejumlah masalah terjadi 
di pilkada Makassar 2018 lalu. Mulai dari diskualifikasi hingga menciptakan 
sejarah kemenangan kotak kosong di sebuah daerah. Yang menyita perhatian 
publik hingga tingkat nasional. Alangkah bijaknya jika regulasi kotak kosong 
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dalam kontestasi pilkada kembali di revisi atau bahkan tiadakan saja, karena 
banyaknya konsekuensi yang harus dihadapi dalam sebuah perhelatan kepala 
daerah. 
2. Tidak Bekerjanya Mesin Partai Politik dalam Pilwali Kota Makassar 
 Kontestasi pilkada Kota Makassar menemukan beberapa kejutan-kejutan 
yang tidak terduga. Selain menangnya kotak kosong, hal ganjil pun terlihat dari 
partai pengusung. Sejumlah partai politik tidak memberikan dukungan pada sang 
petahana (Danny Pomanto). 100% partai politik di Kota Makassar tidak 
memberikan tiket dukungannya kepada petahana. Munculnya beberapa spekulasi 
yang beredar bahwa penantang memboyong sejumlah partai di Makassar 
dikarenakan melalui jalur pusat. Dalam artian surat dukungan langsung dari 
dewan pimpinan pusat partai. Sehingga dewan perwakilan wilayah (DPW) dan 
dewan perwakilan daerah (DPD) tidak dapat berkutik. Namun spekulasi pun 
semakin berkembang pasca pemilihan Walikota. Dugaan kekalahan penantang 
melawan kotak kosong karena tidak berkerjanya para kader partai. Sehingga 
mesin politik nampak hanya seperti “badut” yang bertugas sebagai penghibur di 
dalam pesta demokrasi.   
 Konsolidasi partai pengusung pada kontestasi pilwali tahun lalu, menarik 
perhatian seluruh kalangan. Baik dari akademisi, praktisi maupun politisi 
memberikan tanggapan terkait tidak adanya partai yang mengusung petahana pada 
pilwali kemarin. Begitu juga dengan partai demokrat yang “menarik diri” dan 
tidak memberikan dukungannya kepada para kontestan. Terkait isu absennya 








yang ternyata juga menjadi ketua Team pemenangan Danny-Indira memberikan 
klarifikasi dengan mengatakan bahwa: 
“Sejak awal tahun 2013 partai Demokrat telah konsisten dan komitmen 
mendorong dan merekomendasikan Pak Danny bersama Ical menjadi 
calon Walikota dan calon wakil Walikota  dan Alhamdulillah terpilih. 
Maka pada tahun 2018 kami kembali komitmen dan konsisten untuk 
kembali mengusung dan mendukung Danny Pomanto dan Indira 
Mulyasari. Tidak ada satupun alasan tidak mendukung kembali pasangan 
petahana karena dari segi popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Dan 
paling utama kinerja yang dilakukan semasa priode pertama sesuai 
dengan visi misi yang kemarin di kampanyekan. Alasan itulah yang 
membuat kami ingin kembali di poros petahana walaupun akhirnya 
terdiskualifikasi. Jadi pertimbangan kami mengusung kembali pak 
Danny adalah melihat capaian dan prestasi yang telah dicapai selama 
satu periode memimpin Kota Makassar. Dan selama ini kami juga 
komitmen dan konsisten mengawal perjuangan partai Demokrat bersama 
pak Danny.”
90
   
 
  Klarifikasi yang diungkapkan informan diatas, telah meluruskan isu-isu 
yang berujung pada hoax yang mengatakan bahwa Demokrat tidak mengusung 
pasangan Danny dan Indira. Loyalitas Demokrat bersama petahana ternyata tidak 
hanya pada 2013 lalu namun berlanjut di pilwali 2018 tahun lalu. Walaupun 
seluruh partai tidak bersama Danny dan Indira di pilwali kemarin. Namun 
Demokrat sekaligus mesin partai tetap setia dan bekerja secara maksimal demi 
kemenangan Danny Pomanto selaku incumbent. Dalam menjalankan program 
kerja yang belum terselesaikan untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik.   
 
3. Sinisme Politik Warga 
  Kontestasi pemilihan Walikota Makassar 2018 menjadi sebuah sejarah 
dan pengalaman baru bagi masyarakat Kota Makassar. Karena baru di pilkada 
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2018 ini yang benar-benar menarik perhatian publik. Nampaknya masyarkat 
Kota Makassar dapat dikategorikan sebagai pemilih cerdas. Karena mereka 
melihat kotak kosong itu sebagai penghinaan bagi akal sehat mereka. Namun 
sesungguhnya publik melihat kotak kosong itu diisi oleh petahana (Danny 
Pomanto). Kerja nyata atas pembangunan yang melesat terencana bagi Kota 
Makassar ternyata membuat masyarakat merasa puas atas kinerja sang petahana. 
Sebagaimanaungkapan Ketua Team Pemenangan Danny-Indira mengatakan 
bahwa: 
   “Kemenangan kolom kosong itu adalah kemenangan rakyat, pemilih 
kolom kosong itu bukan berarti semua ingin memilih nomor 2 sebelum di 
diskualifikasi. Akan tetapi rakyat Kota Makassar sekarang sudah sangat 
cerdas melihat dan menyikapi persoalan-persoalan pilkada kemarin. Jadi 
kemenangan kolom kosong sangat berbeda dengan kolom kosong yang 
terdapat di kota/kabupaten lain. Karena di Makassar ini menjadi ibukota 
provinsi Sulawesi Selatan yang kita tahu bersama sebagai pusat politik 
praktis.  Yang dimana banyaknya informasi yang di improvisasi sampai-
sampai terkait dengan kolom kosong yang terdapat di kota/kabupaten itu 
mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Tentu banyak kelompok 
yang berspekulasi bahwa kolom kosong dikendalikan oleh aktor tunggal 
padahal kolom kosong cenderung bebas dan tanpa control oleh siapapun. 
Sekalipun ada kampanye kolom kosong. Akan tetapi kualitasnya tentulah 





Pilwali Kota Makassar pasca belum ditetapkannya kolom kosong adalah 
sebuah kontestasi yang dinanti-nanti sejumlah kalangan. Sebabnya, pertarungan 
pada pilwali ini membuat sejumlah para politisi senior dan para pengusaha 
kembali “turun gunung” untuk ikut bermain dan mengambil peran sesuai 
kemampuan yang mereka miliki. Ada yang bertindak sebagai konseptor, investor 
kampanye, hingga menjadi “team eksekusi”. Berlatar pengusaha (Appi) begitu 
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percaya diri dan berambisi menduduki kursi nomor satu di Kota Makassar. 
Namun yang menjadi pesaingnya adalah sang petahana yang sudah cukup senior 
di pemerintahan khusunya di Kota Makassar. Duel tersebut sebenarnya menjadi 
salah satu “duel panas” yang ada pada 2018 lalu. Namun, sayang duel tersebut 
harus ternodai dengan hadirnya kolom kosong sekaligus terdiskualifikasinya 
petahana dari bursa pencalonan. Sehingga duel politik sesungguhnya tidak 
nampak di pilwali Makassar kemarin.  
Hadirnya kotak kosong walaupun dengan beberapa alasan tertentu, 
ternyata membuat masyarakat Kota Makassar semakin kritis dan menggunakan 
akal sehatnya untuk memilih “pelayan” baru untuk melayaninya selama lima 
tahun kedepan. Kecermatan dan objektifnya masyarakat akhirnya membuat kotak 
kosong lebih unggul dari pada pendatang baru. Yang terdaftar sebagai calon 
tunggal. Kemenangan kotak kosong merupakan bentuk sinisme masyarakat 
Makassar kepada  kontestasi pilwali 2018 lalu. Karena membuat keran demokrasi 
di Makassar tersumbat oleh isu “sampah-sampah” politik yang dipraktikkan oleh 
sekelompok orang. Namun menurut salah seorang komisioner KPU Makassar 
bahwa apa yang terjadi pada kontestasi Makassar sama sekali tidak mencederai 
proses demokrasi, sebagaimana penuturannya: 
“Kontestasi pilwali kemarin, sama sekali tidak mencederai proses 
demokrasi karena tahapan pilwali ini merupakan tahapan di pilkada 
serentak 2018. Dalam negara demokrasi kalau akhirnya ada hal khusus 
seperti yang terjadi di Makassar itu bagian dari tahapan demokrasi. Saya 
kira tidak mencederai demokrasi karena siapa yang menginginkan seperti   
itu. Bukan maunya KPU. KPU itu hanya lembaga yang 
menyelenggarakan dan memfasilitasi pilkada itu. Yang mengeluarkan 
keputusan pencalonan KPU tapi dalam UU No. 10 ada lembaga lain yang 








saja karena kita bukan lembaga satu-satunya, kalau lembaga satu-satunya 
hanya KPU yah selesai urusan. Kami tolak semua gugatan itu tapikan ada 
bawaslu, ada PT TUN, ada MK dan MA juga punya peran didalamnya 
jadi saya kira istilah mencederai itu mungkin kalau pertimbangan awal 
katanya mencederai demokrasi tapi itulah proses. Justru kalau kami 
melawan putusan MA misalnya, memaksakan dua paslon maka 
pertanyaan yang sama juga diberikan ke KPU karena KPU telah 
mencederai demokrasi. Karena tidak taat asas hukum misalnya kalau 
memaksakan dua paslon padahal ada keputusan MA.”
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Respon komisioner diatas, perlu dipertimbangan pula bahwa adanya 
kotak kosong di Makassar merupakan salah satu proses demokrasi juga. Karena 
tetap mengizinkan masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Akan tetapi, jika 
dilihat dengan perspektif ekonomi, maka kontestasi di Kota Makassar termasuk 
menelan biaya yang tidak sedikit dan KPU akan menyelenggarakan kembali di 
tahun 2020 tahun depan.Sehingga dana pemilu akan kembali dianggarkan oleh 
DPRD Kota Makassar. 
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Di era pasca reformasi, pemilu menawarkan pesona tersendiri. Selain 
karena dianggap membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan berpolitik yang formal dan memilih kepala daerah yang diinginkan dan 
juga akan menuntut tumbuhnya kepekaan elite politik terhadap isu yang 
kontekstual dan akuntabilitas atas kinerja kandidat yang terpilih oleh rakyat. 
Untuk mendapatkan pemimpin yang baik tentunya Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) harus professional dalam melaksanakan tugasnya, seperti: Pertama, 
independen yang merupakan keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak 
manapun, tidak tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi 
tertentu. Kedua, berintegritas. Badan penyelenggara yang memiliki integritas 
terhadap kedudukannya sebagai tenaga professional, ia akan berupaya 
melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Kualifikasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) akan sangat ditentukan oleh eksistensi institusinya. 
Sejumlah regulasi silih berganti sudah dikeluarkan dan ditetapkan untuk 
mengukuhkan eksistensi penyelenggara pemilu agar dapat menjamin terwujudnya 
seluruh asas dalam pelaksanaan tugasnya, mulai dari asas netralitas hingga 
profesionalitas. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam artian hal tersebut 





dengan partai politik. Alasannya pun jelas, demi netralitas pelaksanaan pemilihan 
umum. 
Pelaksanaan pemilu di Kota Makassar tidak terlepas keterkaitannya 
dengan pelaksana pemilu itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini 
adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar, yang berkedudukan dan 
mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Olehnya itu peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 2 poin penting yang 
menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini yakni: 
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mempunyai tugas, wewenang, 
dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 
semua tahapan pemilihan Walikota Makassar. Mulai dari proses verifikasi berkas, 
proses penetapan pasangan calon, diskualifikasi pasangan calon, proses pemilihan 
dan sampai pada proses penetapan hasil pemilihan. Dari semua tahapan yang 
dilaksanakan, proses tersebut disaksikan langsung oleh panwaslu dan tim dari 
masing-masing pasangan calon sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak 
diintervensi oleh pihak manapun karena telah melaksanakan tugas dengan baik 
dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Sehingga proses pemilu 
tersebut telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan yang telah disebutkan 
sebelumnya. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan 
kendala selama proses tersebut berlangsung. Maka berkaitan dengan hal tersebut 
dalam konteks pemilihan walikota Makassar disinilah Komisi Pemilihan Umum 








adanya indikasi-indikasi pelanggaran yang dituduhkan kepada pasangan Danny-
Indira sehingga mereka didiskualifikasi sebagai pasangan calon walikota dan 
wakil walikota Makassar tahun 2018. 
Terkait dengan diskualifikasi pasangan calon walikota dan wakil walikota 
Makassar Danny-Indira, KPU Kota Makassar terlihat ambigu mengambil 
keputusan. Hal tersebut dapat dilihat dari proses diskualifikasi yang terkesan tidak 
objektif. Seharusnya KPU Kota Makassar yang diwakili kelima komisioner harus 
menunjukkan otoritasnya sebagai pimpinan KPU dalam mempertimbangkan 
putusan bawaslu yang mengganggap petahana tidak menyalahgunakan wewenang. 
Dan tidak perlu menanggapi putusan PT TUN yang tidak memiliki otoritas 
mengatur jalannya kepemiluaan. Sehingga KPU tidak perlu mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung. Proses hukum itulah yang menyebabkan kegaduhan di akar 
rumput (masyarakat) tidak terelahkan. Dan dari sisi ekonomisnya KPU telah 
menghabiskan dana APBD sebesar 60 miliar secara percuma. Dan pertimbangan 
yang fundamental pasca terjadinya diskualifikasi tersebut ternyata tidak juga 
menghasilkan pemimpin baru di Kota Makassar karena dimenangkan oleh kotak 
kosong. Sebagai bukti nyata bahwa masyarakat kecewa terhadap putusan KPU 
yang mendiskualifikasi petahana. Sehingga Makassar harus menunggu tahun 2020 
untuk kembali menyelenggarakan kontestasi kembali.  
2.  
B. Saran 
Secara umum pelaksanaan Pemilu di Kota Makassar pada tahun 2018 








berjalan dengan lebih baik lagi maka terdapat beberapa saran penulis yang 
direkomendasikan untuk kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar. 
Adapun saran tersebut sebagai berikut: 
1. Memaksimalkan metode sosialisasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh 
masyarakat mengenai hal-hal teknis tentang pemilu. 
2. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat 
penyelenggara tentang regulasi dalam pelaksanaan pemilu. 
3. Memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula. 
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3. Wawancara dengan Bapak Adi Rasyid Ali (Ketua Partai Demokrat Kota 
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